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MOTTO 
...                               ... 
Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan 
dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah ayat:2).
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro: 
2005), hlm. 85. 
 vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Dalam perjuangan yang mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan 
keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang 
yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka 
yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk : 
 Kedua orang tuaku, yang tercinta yang telah membimbing, mengarahkan dan 
memberiku cinta, kasih sayang dan bekal hidup yang luar biasa, Ridhamu 
adalah semangatku. 
 Bude Eni, yang menjadi ibu keduaku dan selalu memberiku apapun untuk 
kebutuhan kuliahku, serta kasih sayang yang sama untukku seperti anak 
kandungnya sendiri. 
 Adik-adikku, kakak-kakakku, dan pakdeku tercinta, yang selalu memberikan 
semangat dan dukungan padaku 
 Abi dan umiku, terima kasih atas do‟a dan semangat padaku pada setiap hal 
yang ku kerjakan. 
 Temanku Rosaria, Widya, Tika terima kasih sudah menemani proses suka 
duka, jatuh bangunku dalam menyelesaikan skripsi ini. 
 Teman-temanku HES F angkatan 2015 yang sangat ku cintai, terima kasih 
karena telah menemani prosesku dalam menimba ilmu. 
 Teman-teman masa kecilku Kumala, Iswatun, dan Lisma, terima kasih telah 
mendukungku, memberiku semangat, dan selalu menjadi penguatku saat lelah 
dan ingin menyerah. 
 
 
 
 
 
 
 viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
 ix 
 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص ṣad ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …„… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
 x 
 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ...‟… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 xi 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  ‎ Kasrah I I 
  َ  ‎ Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
 xii 
 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
3. Vokal panjang (Maddah) 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 xiii 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl 
2. ةحلط Ṭalhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 xiv 
 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 xv 
 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhużuna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
 xvi 
 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإدّممحام و Wa mā Muhammadun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
Nukhasanah (152111218), “IMPLEMENTASI PEMBAYARAN IURAN DAN 
KLAIM BPJS KESEHATAN PERSPEKTIF AKAD TABARRU’ DAN 
TIJARAH (Studi Kasus Di Kantor BPJS Cabang Sragen). 
 Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi 
pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Sragen. Selain itu untuk mengetahui 
bagaimana jika implementasi pembayaran iuran dan klaim di BPJS Kesehatan ini 
lihat atau di perspektifkan dengan akad tabarru‟ dan tijarah. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Dimana metode ini mendapat sumber data primer yang diperoleh dari 
pegawai BPJS Kesehatan yakni Sisca yang merupakan staf bagian kepesertaan 
dan pelayanan, data sekunder diperoleh dari brosur yang ada di BPJS Kesehatan 
dan skripsi serta jurnal yang membahas mengenai BPJS Kesehatan. Lokasi 
penelitian ini dilakukan di BPJS Kesehatan Cabang Sragrn. Teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan cara wawancara dengan pegawai BPJS Kesehatan yakni 
Sisca yang merupakan staf bagian kepesertaan dan pelayanan dan juga peserta 
dari BPJS Kesehatan, serta pengumpulan data dengan dokumentasi form 
pendafataran dan brosur dari BPJS Kesehatan Cabang Sragen. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: praktik dari pembayaran iuran 
dan klaim BPJS ini belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kemudian untuk 
akadnya di dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan ditemukan menggunakan 
akad tabarru‟ Akad yang dilakukan peserta ketika mendaftar sebagai peserta BPJS 
Kesehatan adalah akad antara peserta individu dengan peserta yang sudah 
mendaftar yang diwakili oleh BPJS Kesehatan adalah akad hibah yaitu pemberian 
sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif, dari pemerintah 
kepada peserta PBI dan/atau dari pemerintah kepada BPJS Kesehatan sebagai 
wakil dari peserta kolektif, dalam rangka saling tolong menolong sesama peserta 
(ta‟āwun). Selain itu ada juga akad qardh (pinjaman) yang tejadi antara peserta 
dengan sesama peserta.  Untuk akad yang dipakai dalam praktik klaim BPJS 
sendiri menggunakan akad wadī‟ah (titipan), atau lebih tepatnya wadī‟ah yad 
dhamamah. Dimana, peserta yang sudah membayarkan iuran kepada pihak BPJS 
mereka menitipkan uang mereka untuk dipergunakan sewaktu-waktu ketika sakit. 
Kata Kunci: Pembayaran Iuran, Klaim, Akad Tabarru’ dan Tijarah. 
 
  
 xx 
 
ABSTRACT 
 
Nukhasanah (152111218), "IMPLEMENTATION OF PAYMENTS AND 
CLAIMS OF BPJS HEALTH PERSPECTIVE AKAD TABARRU" AND 
TIJARAH (Case Study at BPJS Office Sragen Branch) 
 This thesis aims to find out how the implementation of BPJS Health fee 
payments in Sragen. In addition, to find out what if the implementation of 
payment of dues and claims in the BPJS Health see or be perspective with the 
tabarru agreement 'and pilgrimage. 
The research method used in this study is a qualitative method. Where this 
method gets the primary data source obtained from BPJS Health employees 
namely Sisca who is a staff member and service, secondary data is obtained from 
brochures in BPJS Health and thesis and journals that discuss BPJS Health. The 
location of this research was conducted at BPJS Health Branch of Sragrn. Data 
collection techniques were carried out by interviewing BPJS Health employees 
namely Sisca who is a staff member and service section and also participants from 
BPJS Health, as well as data collection by registering the registration form and 
brochures from BPJS Kesehatan Sragen Branch. 
The results of this study indicate that: the practice of payment of BPJS 
contributions and claims is not in accordance with established rules. Then for the 
contract in the payment of BPJS Health contributions found using the Tabarru 
'agreement the participant made when registering as a BPJS Health participant 
was an agreement between an individual participant and a registered participant 
represented by BPJS Health was a grant contract, namely a grant of funds from an 
individual participant to collective participants, from the government to PBI 
participants and / or from the government to BPJS Health as representatives of the 
collective participants, in the context of helping each other to help fellow 
participants (ta'āwun). In addition there is also a qardh (loan) agreement that 
occurs between participants and fellow participants. For the contract that is used 
in the practice of BPJS claims themselves use the contract wadī'ah (deposit), or 
rather wadī‟ah yad dhamamah. Where, participants who have paid contributions 
to the BPJS entrust their money to be used at any time when sick. 
Keywords: Payment of Fees, Claims, Tabarru Agreement 'and Pilgrimage.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kesehatan merupakan salah satu program prioritas yang menjadi 
perhatian pemerintah dalam upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan 
masyarakat yang tercantum dalam UUD Pasal 34 ayat 3 yang berbunyi 
”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan 
dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Kesehatan merupakan kebutuhan 
primer manusia untuk menjalankan fungsi dan peranannya sehingga mampu 
memperoleh kesejahteraan, dan menjadi hak setiap warga Negara.  
Pelayanan kesehatan yang baik merupakan kebutuhan masyarakat dan 
sering menjadi ukuran dalam pembangunan. Kemudian, pemerintah berupaya 
menghadirkan program-program untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di 
masyarakat. Salah satunya dengan di selenggarakannya penyelenggaraan 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
1
 
Pemerintah secara resmi merilis asuransi kesehatan bagi masyarakat 
luas. Asuransi tersebut berupa “(BPJS) Badan Penyelenggaraan Program 
Jaminan Sosial Kesehatan. BPJS merupakan Badan Usaha Milik Negara yang 
berubah menjadi Badan Hukum Publik yang ditugaskan khusus oleh 
                                                 
1
 Suci Purwandari, “Evaluasi Kualitas Pelayanan Kesehatan Kepada Peserta Bpjs 
Kesehatan Oleh Puskesmas Di Wilayah Surakarta, Sragen, Wonogiri, Karanganyar Dan 
Sukoharjo”,Jurnal Sainstech Politeknik Indonusa Surakarta, ISSN : 2355-5009, Vol. 1 Juni, 2016, 
hlm. 48.  
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pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 
seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk PNS, Penerima Pensiun PNS dan 
TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan 
Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.
2
 
BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS 
Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk melaksanakan program 
jaminan kesehatan. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroprasi sejak 1 Juli 
2014.
3
Sesuai UU No 4  Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia 
mengganti nama menjadi BPJS Kesehatan per tanggal 1 Januari 2014. 
Adapun asas dari BPJS yaitu, kemanusiaan, manfaat dan keadilan bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Dengan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, 
keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan wajib dana 
amanat.
4
 
BPJS Kesehatan sendiri, disepakati pemerintah untuk direvisi agar 
mengarah pada pembentukan BPJS syariah untuk memfasilitasi masyarakat 
yang memilih program yang sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, dalam 
hasil ijtima‟ ulama MUI  2015 tidak menyebutkan jika BPJS Kesehatan itu 
haram. Kemudian, beberapa perwakilan dari BPJS Kesehatan, MUI, 
Kemenkes, OJK, DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional), dan juga dari 
Kemenkeu melakukan kesepakatan agar BPJS Kesehatan sesuai dengan nila-
                                                 
2
 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari‟ah, Cet. ke-1,  (Yogyakarta : 
Pustaka Penerbit, Nomor 5, 2016), hlm. 272. 
3
 Kementrian Kesehatan RI, Sekretariat Jendral, Buku Saku FAQ (Frequently Asked 
Question) BPJS Kesehatan, ( Jakarta : Kementrian Kesehatan RI, 2013), hlm. 4. 
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 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus,  Hasil-Hasil Muktamar Ke- 33 Nahdlatul 
Ulama, Cet. ke-II, (Jakarta : Lembaga Ta‟lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 115-116. 
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nilai syariah, dengan menghilangkan unsur-unsur Gharar, Maisir, dan Riba, 
dari dalam program BPJS.
5
 
BPJS Kesehatan dalam praktiknya masih ditemukan hal-hal yang 
bertentangan dengan syariat seperti, pengumpulan dana masih menggunakan 
bank konvensional. Dana yang terkumpul dari masyarakat akan diputar dan 
dikembangkan oleh bank konvensional dengan berbagai produknya yang 
ribawi. Hal ini tentunya termasuk tolong-menolong dalam pengembangan 
riba.
6
 Adanya denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar 2% per 
bulan yang dikenakan pada pserta mandiri yang terlambat membayar premi 
sesuai dengan ketentuan waktu yang telah di tetapkan. Hal ini jelas termasuk 
unsur riba yang di praktikkan oleh orang Jahiliyyah.
7
 Belum jelasnya akad 
bagi peserta yang menjelaskan bahwa iuran dibayarkan merupakan iuran 
kegotong-royongan yang hanya memberi nilai manfaat jika yang 
bersangkutan sakit. Bagi yang tidak sakit di niatkan sebagai sedekah kepada 
yang sakit.
8
 
Berikut adalah poin-poin kesepakatan yang ditandatangani oleh 
perwakilan BPJS Kesehatan, MUI, Kemenkes, OJK, DJSN (Dewan Jaminan 
Sosial Nasional), dan juga dari Kemenkeu dalam pertemuan tersebut
9
: 
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 Mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/ 
(mui.or.id. diakses 20 Februari 2018 pukul 20:20 WIB). 
6
 Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, Cet. Ketigabelas, (P.T. Berkat 
Mulia Insani: Bogor, 2016), hlm. 302. 
7
 Ibid. 
8
 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus,  Hasil-Hasil Muktamar..., hlm. 271-272. 
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 Mui.or.id/id/berita/pemerintah-mui-sepakat-bpjs-kesehatan-direvisi-agar-sesuai-syariah/ 
(mui.or.id. diakses 12 Septembe 2018 pukul  
13:41 WIB). 
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1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan 
lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi  ijtima‟ lama komisi 
fatwa se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan nasinal 
oleh BPJS Kesehatan dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari 
BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK. 
2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima‟ 
ulama, komisi fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan jaminan 
kesehatan nasional oleh BPJS Kesehatan tidak ada kata haram. 
3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan 
kepesertaannya dalam program jaminan kesehatan nasional yang 
diselenggarakan BPJS Kesehatan dan selanjutnya perlu ada 
penyempurnaan terhadap program jaminan kesehatan nasional sesuai 
dengan nilai-nilai syariah memfasilitasi masyarakat yang memilih 
program yang sesuai dengan syariah. 
Berbeda dengan MUI, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
dalam Komisi Bahtsul Masail Waqi‟iyah (masalah kekinian) di area 
Muktamar ke 33 tahun 2015 menyatakan bahwa menerima dan 
memperbolehkan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan tergolong dalam Syirkāh 
Ta‟āwun yang sifatnya gotong-royong (sukarela). Syirkāh Ta‟āwun dipahami 
sebagai sedekah dan saling membantu. Sebagai sedekah, masyarakar harus 
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ikhlas dalam membayar dan bergotong-royong, yang sehat membantu yang 
sakit.
10
 
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memandang mengenai 
akad dalam BPJS Kesehatan bahwa akad tersebut sudah sesuai dengan syariat 
Islam. Akad yang digunakan adalah akad ta‟āwun, yaitu akad yang 
menggunakan prinsip tolong-menolong.
11
 Konsep ta‟āwun bisa dilakukan 
dengan cara apa saja tanpa ada persyaratan semua bisa melakukannya dalam 
mengerjakan kebaikan dan kebajikan. Sebagaimana Firman Allah SWT 
dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya : 
...                               ... 
Artinya : dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan 
takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan 
dosa dan pelanggaran.
12
 
Alasan penulis mengambil judul mengenai pembayaran iuran BPJS 
Kesehatan ini karena masih jarangnya penelitian mengenai pembayaran iuran 
BPJS Kesehatan, dan juga BPJS Kesehatan saat ini sedang banyak 
diberitakan. Seperti yang dibaca penulis dalam salah satu media online 
tepatnya solopos.com, di mana di sana dituliskan bahwa BPJS masih 
menunggak beberapa pembayaran klaim dari sejumlah RS di wilayah Sragen 
yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satunya ialah RSUD Dr. 
Soehadi Prijonegoro Sragen, BPJS Kesehatan baru membayarkan klaim 
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 Mochamad Edris, Dina Lusianti, “Analisis Operasional BPJS Kesehatan Terhadap 
Prinsip Ekonomi Syaiah”, Jurnal The 3rd University Research Colloquium, ISSN 2407-9189, 
2016, hlm. 87. 
11
 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus,  Hasil-Hasil Muktamar..., hlm. 117. 
12
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro: 
2005), hlm. 85. 
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sampai bulan Agustus 2018. Klaim BPJS ke RSUD Sragen sejak September 
sampai Januari mencapai Rp. 36,6 M.
13
 Tidak hanya di RSUD Dr. Soehadi 
Prijonegoro Sragen  saja yang mengalami tunggakan pembayaran klaim, 
beberapa rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan di 
Sragen juga sama, namun tidak terekspos oleh media seperti yang terjadi di 
RSUD Dr. Soehadi Prijonegoro Sragen. Selain itu, penelitian mengenai 
pembayaran iuran BPJS Kesehatan dalam perspektif akad tijarah dan akad 
tabarru‟ juga masih jarang di bahas, tentu penelitian ini nantinya dapat 
menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian-penelitian yang lain setelah ini. 
Kemudian penulis akan menyusun penelitian tersebut dengan judul 
“IMPLEMENTASI PEMBAYARAN IURAN DAN KLAIM BPJS 
KESEHATAN PERSPEKTIF AKAD TABARRU’ DAN TIJARAH 
(Studi Kasus Di Kantor BPJS Cabang Sragen). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis 
merumuskan permasalahannya, yaitu : 
1. Bagaimana implementasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan di Sragen? 
2. Bagaimana praktik klaim BPJS Kesehatan di Sragen? 
3. Bagaimana implementasi pembayaran iuran dan praktik klaim BPJS 
Kesehatan di sragen perspektif akad tabarru‟ dan akad tijarah ?  
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 https://soloraya.solopos.com, diakses tanggal 19 Januari 2019 11:54 WIB 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi pembayaran iuran BPJS Kesehatan di 
Sragen 
2. Untuk mengetahui praktik klaim-klaim BPJS Kesehatan di Sragen 
3. Untuk mengetahui implementasi pembayaran iuran  dan praktik klaim 
BPJS Kesehatan di Sragen perspektif akad tabarru‟ dan akad tijarah . 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
bahan acuan untuk digunakan sebagai suatu karya ilmiah yang dapat 
menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan bahan masukan yang 
dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam 
bidang penelitian yang sama. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
masukan positif bagi pihak Kantor BPJS Cabang Sragen dalam 
peningkatan pelayanan dan benar-benar bisa memberi manfaat pada 
masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. Selain itu juga memberi 
pengetahuan baru kepada penulis, khususnya pada praktik pembayaran 
iuran BPJS yang berada di sragen sekarang ini. 
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E. Kerangka Teori 
Akad dalam tinjauan hukum Islam secara konsep dapat dibagi pada 
dua bagian, yaitu akad yang bersifat Unilatereal (secara sepihak) dan yang 
bersifat Bilatereal (dua belah pihak atau timbal balik). 
14
  
1. Akad Tabarru‟ 
Akad Unilatereal sering juga disebut akad tabarru‟ atau bentuk 
jamanya tabarru‟at. Akad ini biasanya terdiri dari transaksi yang 
merupakan kehendak perorangan berdasarkan hak yang dimilikinya untuk 
tujuan kebaikan atau bersifat bantuan dan menimbulkan kewajiban pada 
satu pihak.
15
 
2. Akad Tijarah 
Akad bilatereal ini sering juga disebut akad mu‟awadhat atau akad 
tijarah. Akad bilatereal atau akad tijarah, yaitu perbuatan hukum yang 
dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimulkan hak-hak dan 
kewajiban bagi para pihak secara timbal balik.
16
 Akad tijarah ialah semua 
bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial.
17
 
3. BPJS Kesehatan 
BPJS Kesehatan ini merupakan pengganti layanan kesehatan dari 
PT Askes dan juga PT Jamsostek. BPJS Kesehatan adalah program SJSN 
yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia yang 
menitikberatkan kepada pemerataan pelayanan kesehatan. BPJS 
                                                 
14
 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam ..., hlm. 67 
15
 Ibid. 
16
 Ibid. Hlm. 67-68. 
17
 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, hlm.5 
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merupakan program untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. BPJS 
Kesehatan memiliki 2 jenis, yaitu DPI dan non-DPI. DPI sendiri 
merupakan anggota-anggota BPJS yang iurannya dibayarkan oleh 
pemerintah, sedangkan non-DPI iuran membayar sendiri.
18
 
F. Tinjauan Pustaka 
Berdasarkan penelusuran terhadap karya penelitian sebelumnya yang 
memiliki tema yang sama membahas mengenai BPJS Kesehatan walaupun 
tidak sama persis dengan tema penulis sekarang ini, yakni sebagai berikut: 
Pertama, skripsi dari Istiqomah dari IAIN Salatiga Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM 
TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN DANA IURAN ASURANSI 
BPJS KESEHATAN (Studi Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga) yang 
menyimpulkan bahwa ;
19
  
1. Pada pengelolaan dana suransi BPJS telah diketahui mengandung unsur 
riba. 
2. Status hukum dari pengelolaan dana iuran asuransi BPJS Kesehatan ini, 
dengan adanya riba dalam pengelolaan dananya maka hukum dari 
pengelolaan dana iuran tersebut haram dan terlarang dalam Islam. Jika 
memandang dengan konsep ta‟awun dalam Islam, BPJS memang sangat 
                                                 
18
 Kuat Ismanto,  Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari‟ah, Cetakan ke-1,  (Yogyakarta 
: Pustaka Penerbit, Nomor 5, 2016), hlm. 272. 
19
 Istiqomah, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGELOLAAN 
DANA IURAN ASURANSI BPJS KESEHATAN (Studi Kasus Kantor BPJS Cabang Kota 
Salatiga”, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Salatiga, Salatiga, 2016 , hlm. 
73-76. 
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berperan dalam hal ini. Masyarakat banyak yang merasa diringankan 
bebannya dengan hadirnya JKN. 
Kedua, skripsi Defa Septya dari Universitas Lampung Jurusan Ilmu 
Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang berjudul “KEPUASAN 
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BPJS KESEHATAN (Studi Kasus 
di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung), yang menyimpulkan 
bahwa ;
20
 
Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan pasien peserta BPJS-pun 
menjadi kurang puas, seperti tingkat kualitas keadaan ruang tunggu WC dan 
sanitasi serta yang lainnya yang kurang nyaman, kualitas petugas rumah sakit 
dalam mendengarkan keluhan pasien dengan sungguh-sungguh masih kurang 
puas, tingkat kualitas pelayanan kesehatan BPJS di Rumah Sakit Abdul 
Moeloek terhadap prosedur pelayanan medis emergensi masih kurang puas, 
dan yang terakhir adalah peserta BPJS kurang puas terhadap pelayanan BPJS 
Kesehatan di Rumah Sakit Moeloek Provinsi Lampung. 
Ketiga, Jurnal Al-Ahkam dengan penulis Itang dari IAIN Sultan 
Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “BPJS KESEHATAN DALAM 
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH” penulis berpendapat bahwa :21 
Seharusnya pada pengelolaan BPJS diberi unit syariah untuk 
menjalankan sistem operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti 
                                                 
20
 Defa Septya, “KEPUASAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN BPJS 
KESEHATAN (Studi Kasus di Rumah Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung)”, Skripsi, 
Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, 2017, hlm. 134-135. 
21
 Itang, “BPJS KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”, Jurnal 
Al-Ahkam, Vol. XV, No. 2, Juli 2015, hlm. 160-161. 
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al-takmin al-ta‟awun seharusnya diterapkan. Penulis juga memberi beberapa 
solusi seperti ; 
1. Pembayaran premi yang diniatkan dalam akad atau dalam bentuk 
tabungan sukarela agar tidak terjadi gharar. 
2. Pengelolaan premi dibayarkan peserta BPJS dibagi dalam tiga alokasi 
dana yakni ; dana tabrru‟, tabungan (investasi), dan upah (ujrah) bagi 
pengelola BPJS agar tidak ditemui praktik judi di dalamnya (ada salah 
satu pihak yang di rugikan). 
3. Yang terakhir yakni solusi mengenai riba, pengelolaan BPJS ketika 
terjadi klaim peserta yang diterima lebih besar dari premi yang 
dibayarkan hendaknya pembayarakn diambilkan dari dana Tabarru‟ 
(dana sukarela) agar tidak terjadi riba Fadhl, dan kemudian mengenai 
denda yang dikenakan bagi peserta dengan dana tabarru‟ tersebut dapat 
tertalangi keterlambatan pembayaran tersebut tanpa meminta denda dari 
peserta dan menyebabkan terjadi riba nasi‟ah. 
Keempat, Jurnal Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam dengan penulis 
Wahyu Abdul Jafar dari IAIN Bengkulu yang berjudul “BPJS KESEHATAN 
SYARI‟AH (Menggagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu 
Dzari‟ah), penulis menyimpulkan bahwa :22 
Masih terdapat kekurangan dan kelemahan program BPJS Kesehatan 
yang dirasakan oleh masyarakat Kota Bengkulu, antara lain :Pelayanan tidak 
maksimal, Pembatasan waktu berobat, Tidak ada pengembalian dana, Adanya 
                                                 
22
 Wahyu Abdul J, “BPJS KESEHATAN SYARI‟AH (Menggagas Prinsip-Prinsip BPJS 
Kesehatan Perspektif Saddu Dzari‟ah), Jurnal Hukum Islam, Vol 2, No 2, 2017, hlm. 173-174. 
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denda, Kurang transparansinya dana yang terkumpul, Akad yang tidak jelas 
dan Aturan BPJS yang sering berubah-ubah. Ukaffah dengan pendekatan 
tidak perlu dengan merombak total konsep BPJS kesehatan yang sudah ada 
saat ini, melainkan cukup menutup (menghilangkan) perantara hal-hal yang 
bisa menyebabkan BPJS Kesehatan tidak syar‟i , yakni dengan 
menghilangkan unsur gharar  (ketidak jelasan),  dan  Riba (riba dan 
pemanfaatan barang haram). Cara menghilangkan unsur gharar adalah  uang 
iuran bulanan yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan yang tidak pernah 
digunakan harus dikembalikan ke peserta BPJS kesehatan atau paling tidak 
ditawarkan ke orang yang iuran dana tersebut mau di ambil dananya atau mau 
di hibahkan sehinga dana tersebut bisa dipergunakan berobat oleh orang lain. 
Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemisahan iuran dari peserta 
BPJS Kesehatan menjadi uang hibah (tabarru) dan tabungan yang dikelola 
secara syariah (tijarah) yang besaran presentase keuntungan telah disepakati 
terlebih dahulu. Jika unsur gharar  (ketidak jelasan) ini sudah bisa di (tutup 
aksesnya) Unsur riba/ (riba dan pemanfaatan barang haram) sebenarnya bisa 
dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan tentang penyimpanan dana 
hasil iuran dari peserta BPJS yakni dengan menyimpannya di bank-bank yang 
telah menerapkan nilai-ana yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan  
diinvestasikan ke sektor riil yang halal dan dibenarkan oleh , misalkan 
diinvestasikan ke sektor perkebunan, peternakan dan lain sebagainya. Jika 
unsur riba/ (riba dan pemanfaatan barang haram) ini sudah bisa di (tutup 
aksesnya) maka BPJS kesehatan akan sesuai dengan syari'ah 
13 
 
 
Kelima, Skripsi oleh penulis Bakhtiar Yusuf dari UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta yang berjudul “STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT 
ISLAM: STUDI KOMPARATIF MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI 
DAN HASIL KEPUTUSAN NU” dari hasil penelitian ini penulis Yusuf 
Bakhtiar menyimpulkan bahwa:
23
 
1. Polemik seputar BPJS Kesehatan ini masuk ke dalam permasalahan 
kontemporer yang masuk pada wilayah  z hanni karena masih menjadi 
perdebatan di kalangan ulama. 
2. MUI menilai bahwa didalam BPJS tersebut masih terdapat unsur Gharar, 
Maisir, dan  Riba. Sedangkan menurut NU, BPJS Kesehatan sudah sesuai 
dengan syari‟ah karena dalam akad BPJS masuk ke dalam ta‟awun. 
3. Perbedaan NU dan MUI dalam menilai BPJS Kesehatan adalah pada aspek 
penggunaan dalil dan pemahaman pokok permasalahan, penggunaan 
metode istinbath dan penggunaan jenis mas lah ah. Persamaan antara MUI 
dan NU adalah dalam hal pertimbangan terhadap aspek mas lah ah dalam 
fatwanya sama-sama menggunakan dalil yang kuat. 
Perbedaan dengan penelitian penulis 
1. Pada penelitian penulis membahas mengenai pembaaran Iuran dan klaim-
klaim BPJS Kesehatan, kemudian menggunakan perspektif akad tijarah 
dan tabarru‟. Sedangkan pada skripsi milik Istiqomah (IAIN Salatiga) 
membahas mengenai pengelolaan dana iuran Asuransi BPJS Kesehatan 
dan menggunakan tinjauan hukum. 
                                                 
23
 Bakhtiar Yusuf, “STATUS BPJS KESEHATAN MENURUT ISLAM : STUDI 
KOMPARATIF MENURUT HASIL KEPUTUSAN MUI DAN HASIL KEPUTUSAN NU”, 
Skripsi, Perbandingan Madzhab UIN Sunan Kalijaga, 2017, hlm. 99-100. 
14 
 
 
2. Pada penelitian penulis membahas mengenai pembaaran Iuran dan klaim-
klaim BPJS Kesehatan, kemudian menggunakan perspektif akad tijarah 
dan tabarru‟ dan studi lapangannya di kantor BPJS Kesehatan cabang 
Sragen. Sedangkan pada skripsi milik Defa Septya (Universitas Lampung) 
membahas mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan BPJS 
Kesehatan dan studi lapangannya di sebuah Rumah Sakit. 
3. Pada penelitian penulis membahas mengenai pembaaran Iuran dan klaim-
klaim BPJS Kesehatan, kemudian menggunakan perspektif akad tijarah 
dan tabarru‟. Sedangkan pada jurnal Al-Ahkam dari Itang membahas 
mengenai BPJS Kesehatan dan menggunakan perspektif ekonomi syariah. 
4. Pada penelitian penulis membahas mengenai pembaaran Iuran dan klaim-
klaim BPJS Kesehatan, kemudian menggunakan perspektif akad tijarah 
dan tabarru‟. Sedangkan pada jurnal al-istinbath milik Wahyu Abdul Jafar 
membahas mengenai BPJS Kesehatan syariah, prinsip-prinsip yang di 
gagas BPJS Kesehatan dan juga menggunakan perspektif Saddu Dzari‟ah. 
5. Pada penelitian penulis membahas mengenai pembaaran Iuran dan klaim-
klaim BPJS Kesehatan, kemudian menggunakan perspektif akad tijarah 
dan tabarru‟ dan juga penelitian ini menggunakan studi lapangan / metode 
kualitatif. Sedangkan pada skripsi bakhtiar yusuf membahas mengenai 
status BPJS Kesehatan menurut Islam dan menurut hasil keputusan MUI 
dan keputusan NU, dan menggunakan studi komparatif. 
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G. Metode Penelitian 
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Dimana metode ini biasanya menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis tau lisan dari orang-orang dan perilaku 
ini dapat diamati dengan fakta-fakta yang ada sekarang dan 
melaporkannya seperti apa yang terjadi. Dalam pelaksanaan penelitiannya 
juga bisa berupa dokumentasi dari buku, jurnal, skripai dan internet. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan ada dua, yaitu 
data primer dan sekunder. 
a. Data Primer 
Data Primer ialah sumber data penelitian yang diperoleh dari 
informasi secara langsung dari informan di lapangan. Yaitu dari hasil 
wawancara dengan pihak BPJS Kesehatan Cabang Sragen. Pencatatan 
sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan merupakan 
hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya.
24
 
b. Data Sekunder  
Data Sekunder ialah data yang diperoleh dari dokumen-
dokumen (buku-buku, hasil penelitian, data BPJS Kesehatan, dan lain-
lain). 
 
                                                 
24
 Ibid.,hlm.157 
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3. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat observasi penulis 
adalah kantor BPJS Cabang Sragen, yang beralamatkan di Pilangsari, 
Ngrampal, Sragen, Jawa Tengah 57252. Dan yang menjadi pertimbangan 
penulis memilih Kantor BPJS Cabang Sragen karena masih belum ada 
penelitian atau tulisan di BPJS Kesehatan Sragen. 
4. Tekhnik Pengumpulan Data 
Data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya di tempat 
penelitian dan juga secara literatur, pada pengumpulan data secara primer, 
penulis menggunakan beberapa tekhnik antara lain : 
a. Wawancara 
Wawancara (Interview) dilakukan untuk mendapatkan 
informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau 
kuisioner. Dalam wawancara peneliti bukan hanya mengajukan 
pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman 
hidup orang lain.
25
 Penulis, akan mengajukan ijin penelitian dan 
mencari narasumber dari pihak kantor BPJS Kesehatan Cabang 
Sragen langsung agar informasi atau data yang akan diperoleh 
dalam penelitian ini valid dan dapat dipertanggungjawabkan 
nantinya. 
 
 
                                                 
25
 Ibid,  hlm.116-117. 
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b. Dokumentasi 
Metode atau teknik dokumenter adalah teknik pengumpulan 
data dan informasi melalui pencairan dan penemuan bukti-bukti. 
Metode dokumenter ini merupakan metode pengumpulan data yang 
berasal dari sumber non manusia.
26
 Barang-barang yang dapat 
dijadikan dokumentasi berupa foto atau brosur yang digunakan 
untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari 
BPJS Kesehatan. 
5. Teknik Analisis Data 
Dalam menganalisa data, penulis akan mencari titik temu antara 
prinsip Akad Tijarah dan Tabarru‟ dengan data yang penulis peroleh baik 
dari pihak BPJS, dan pihak-pihak yang terkait dengan praktik pelaksanaan 
BPJS Kesehatan di lapangan. Teknik yang akan dignakan dalam 
menganalisis data penelitian penulis akan menggunakan teknik triangulasi, 
dimana teknik ini digunakan untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi 
sendiri merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 
terhadap objek penelitian.
27
 Penulis akan melakukan analisis dengan 
wawancara, observasi, dokumentasi dan juga menggunakan kuisioner 
sebagai data tambahan dalam analisis penelitian ini. 
 
                                                 
26
 Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: 
Pustaka Setia, 2012), hlm 141. 
27
 Lexy J Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
2004), hlm. 330. 
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H. Sistematika Penulisan 
Dalam memahami proposal penelitian ini, maka perlu diketahui tata 
urutan penulisannya, adapun tata urutannya sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN, menguraikan tentang latar belakang 
masalah atau alasan penulis mengambil judul ini, perumusan masalah adalah 
hal-hal yang ingin diteliti oleh penulis dan dicari datanya, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, kerangka teori yang berisi penjelasan mengenai akad 
Tijarah dalam BPJS Kesehatan, tinjauan pustaka yang berasal dari jurnal dan 
penelitian yang memiliki judul yang sejenis dan yang membedakan dengan 
penelitian yang lainnya, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 
BAB II AKAD DALAM FIQH MUAMALAH, dimana pada bab ini 
penulis akan membahas mengenai akad dalam BPJS Kesehatan yaitu akad 
tijarah dan tabarru‟, iuran BPJS Kesehatan, serta sistem pembayaran iuran 
BPJS Kesehatan dan klaim dalam BPJS Kesehatan. 
BAB III IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN 
SRAGEN, pada bab ini meliputi BPJS Kesehatan, sejarah berdirinya BPJS 
Kesehatan, gambaran umum mengenai BPJS Kesehatan Cabang Sragen dan 
sistem pembayaran iuran di  BPJS Kesehatan Cabang Sragen dan klaim di  
BPJS Kesehatan Cabang Sragen. 
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PEMBAYARAN IURAN 
DAN KLAIM BPJS KESEHATAN PERSPEKTIF AKAD TABARRU’ 
DAN TIJARAH (Studi Kasus Di Kantor BPJS Cabang Sragen) meliputi, 
analisis praktik pembayaran iuran BPJS Kesehatan di kantor cabang Sragen, 
19 
 
 
dan juga analisis akad tijarah dan tabarru‟ mengenai pembayaran iuran BPJS 
Kesehatan di kantor cabang Sragen. 
BAB V PENUTUP, berisi uraian Kesimpulan dan Saran-saran. 
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BAB II 
AKAD DALAM FIQH MU’AMALAH 
 
A. AKAD  
1. Pengertian Akad 
Akad secara bahasa memiliki makna “ar-rabthu” yang berarti 
menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung 
sesuatu. Dalam arti luas diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.
1
 
Menurut para fuqaha (ahli hukum Islam), akad berarti perikatan antara ijab 
dan qabul dengan cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap 
apa yang di akadkan.
2
 
Adapun al-„aqd  ( علادق ) menurut bahasa berarti ikatan, lawan 
katanya (لحلا) pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha 
mengartikannya gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara 
keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang 
diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian akad adalah 
sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah 
pihak yang melakukan ijab dan qabul.
3
 
Menurut pengertian umum, akad ialah segala sesuatu yang 
dilaksanakan dengan perikatan antara dua pihak atau lebih melalui proses 
                                                 
1
 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, cet. I, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar, 2008), hlm. 47-48. 
2
 Fordebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan 
Bisnis Islam, cet. Ke-1, (PT Rajagrafindo Persada: Jakarta, 2016), hlm. 171. 
3
 Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh al-Imam Ja‟far ash-Shadiq Juz 3&4, (Jakarta: 
Lentera, 2009), hlm 34. 
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ijab dan kabul yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan memiliki 
akibat hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian dan juga 
objek yang diperjanjikan.
4
 
Istilah akad secara umum merupakan segala sesuatu yang 
dikerjakan oleh seseorang berdasarkan kehendaknya sendiri, seperti wakaf, 
talak dan sesuatu yang pembentukannya membuktikan kehendak dua 
orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai. Sedangkan pengertian akad 
secara khusus ialah sebuah perikatan yang ditetapkan dengan ijāb-qabūl 
berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada subjek dan objeknya 
terkait perpindahan barang.
5
 
Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan bahwa tindakan hukum 
yang dilakukan  manusia terdiri atas dua bentuk yaitu :
 6
 
a. Tindakan berupa perbuatan. 
b. Tindakan berupa perkataan 
Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu bersifat 
akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang 
bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk 
melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang 
tidak bersifat akad terbagi lagi kepada dua macam. 
                                                 
4
 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, (CV Pustaka Setia: Bandung, 2011), hlm. 
243. 
5
 Rachmad Syafe‟i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 44. 
6
 Nasrun Haroen dkk, Ensiklopedi Hukum Islam, (Cet.1, Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van 
Hoeve,2003) Hlm 63. 
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a. Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau 
melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya seperti 
wakaf, hibah dan talak. 
b. Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau 
menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu 
tindakan hukum seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan 
pengakuan seseorang di depan hakim. 
Berdasarkan pembagian tindakan hukum manusia menurut Mustafa 
Ahmad az-Zarqa suatu tindakan hukum lebih umum dari akad. Setiap akad 
dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi 
sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.
7
 
Akad ini diwujudkan Petama, dalam ijāb dan qabūl Kedua, sesuai 
dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada objek 
perikatan.
8
Penentu halal atau haramnya suatu transaksi dalam kehidupan 
sosial masyarakat ialah akad. Tanpa adanya akad yang jelas, maka hak 
kepemilikan atau tujuan transaksi menjadi rusak atau batal. Kedudukan 
akad dalam setiap transaksi menjadi penting demi tercapainya 
kemaslahatan sosial masyarakat.
9
 
Akad menjadi hal yang wajib dalam sebuah transaksi. Tanpa akad, 
transaksi dapat di katakan batal, cacat, ataupun rusak. Hal yang 
                                                 
7
 Ibid., hlm 63. 
8
 Madani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Mualamah, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2012), hlm. 71 
9
 Farid Fathony Ashal, “Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru‟ Dalam Asuransi 
Syariah”, Jurnal Human Falah, Volume 3, No. 2 Juli, 2016, hlm. 241 
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menjadikan akad penting, karena adanya nilai keadilan, keterbukaan, 
kejelasan, mengenai kerelaan dari pihak yang melakukan transaksi atau 
kontrak. 
Dasar hukum dilaksanakannya akad dalam Al-Qur‟an ialah dalam 
surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi : 
                        
                           
          
 
Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Al-Maidah:1)
10
 
 
2. Prinsip-prinsip Akad 
Hukum Islam menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh 
kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak yang akan 
melaksanakan akad atau yang berkepentingan, berikut adalah prinsip-
prinsip akad dalam Islam :
11
 
a. Prinsip kebebasan berkontrak; 
b. Prinsip perjanjian itu mengikat; 
c. Prinsip kesepakatan bersama; 
                                                 
10
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro: 
2005), hlm. 85. 
11
 Ahmad Azhar, Asas-asas Hukum Muamalat, (Yogyakarta: UII Pres, 1982), hlm. 65. 
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d. Prinsip ibadah 
e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi; dan 
f. Prinsip kejujuran (Amanah). 
3. Rukun dan Syarat Akad 
a. Rukun akad 
Rukun akad adalah segala sesuatu yang mengungkapkan 
kesepakatan dua kehendak atau menggantikan posisi nya baik berupa 
perbuatan, isyarat maupun tulisan. Sementara untuk unsur atau pilar 
lainnya menjadi fondasi akad seperti objek yang diakad kan dan dua 
pihak yang berakad merupakan kezaliman akad yang mesti ada untuk 
membentuk sebuah akad. Karena adanya ijāb dan qabūl menghendaki 
adanya dua pihak yang berakad.
12
 
Rukun akad menurut para ulama ialah : 
1) Kesepakatan untuk mengikat diri (Ṣīgat Al-„Aqd), 
Ṣīgat al-„aqd adalah cara bagaimana pernyataan pengikatan 
diri itu dilakukan. Ṣīgat al-„aqd  biasanya diwujudkan dalam 
bentuk ijāb dan qabūl.13 Ijāb  (ungkapan penyerahan barang) 
adalah yang diungkapkan lebih dahulu atau pernyataan dari pihak 
pertama mengenai isi akad yang diiginkan, ijāb menunjukkan 
penyerahan kepemilikan.
14
 Qabūl (penerimaan) diungkapkan 
                                                 
12
 WahbahAz-Zuhaili, Fiqih IslamWa Adillatuhu Jilid4, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 
2011), hlm. 429. 
13
 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga 
Keuangan Syariah, cet. Pertama, (Sinar Grafika Offset: Jakarta, 2012), hlm. 28. 
14
 Abdullah Al-Mushih dan Shalah Ash-Shawi, Fikih Ekonomi keuangan Islam, terj. Abu 
Umar Basyir, cet. III, (Jakarta: Darul Haq, 2011), hlm.29 
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setelah ijāb  atau pernyataan pihak kedua untuk menerima, qabūl 
menunjukkan penerimaan kepemilikan.
15
 
2) Pihak-pihak yang berakad (Al-„Āqid), 
Pihak pembuat akad ialah orang-orang yang atas keinginan 
pribadinya bersepakat membuat akad perjanjian. Ada dua syarat 
yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad, yaitu ;
16
 
a) Pembuat akad harus tamyīz (dewasa) 
b) Ta‟addud (berbilang, lebih dari satu pihak) 
3) Objek akad (Maḥallul‟Aqd),  
Yakni barang atau benda yang diakadkan, seperti benda-
benda yang dijual dalam akad jual-beli, dalam akad hibah 
(pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijaminkan seseorang 
dalam akad kafalah.
17
 Ada tiga saat yang harus dipenuhi dalam 
objek akad, yaitu;
18
 
a) Objek akad dapat diserahkan; 
b) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan; 
c) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan 
dimiliki). 
4) Tujuan akad (Mauḍu‟ul „Aqd). 
Tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbedalah 
tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah 
                                                 
15
  Ibid.  
16
 Fordebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep..., hlm. 172. 
17
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil, cet. Pertama, (Yogyakarta: 
UII Press, 2004), hlm. 47. 
18
 Fordebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep..., hlm. 172 
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memindahkan benda dari penjual ke pembeli dengan di beri 
ganti.
19
 
b. Syarat akad 
Syarat akad secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, 
yaitu syarat adanya (terbentuknya) akad dan syarat sahnya akad. Syarat 
adanya akad menuntut apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akad 
dianggap tidak ada atau tidak terbentuk dan akadnya disebut batal. 
Syarat  sahnya akad, ialah syarat di mana apabila tidak terpenuhinya 
tidak berarti lantas akad tidak ada, atau tidak terbentuk.
20
 
1) Syarat adanya sebuah akad  
a) Syarat khusus 
Syarat-syarat yang bersifat khusus adalah syarat yang 
wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini 
bisa juga disebut syarat iḍhāfī (tambahan) yang harus ada di 
samping syarat umum, seperti adanya saksi dalam 
pernikahan.
21
 
b) Syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam 
akad, antara lain;
22
 
1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 
2. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
                                                 
19
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal..., hlm. 47. 
20
 Fordebi dan Adesy, Ekonomi dan Bisnis Islam Seri Konsep..., hlm. 173. 
21
 Muhammad Ridwan, Manajemen Baitul Maal..., hlm. 49-50 
22
 Ibid., hlm. 50. 
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3. Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan „āqid 
yang memiliki barang. 
4. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟ 
5. Akad dapat memberikan manfaat sehingga tidaklah sah bila 
rahn dianggap sebagai imbangan amanah. 
6. Ijāb itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabūl. 
Maka, bila orang yang berijab menarik kembali ijābnya 
sebelum qabūl, maka batal ijābnya. 
7. Ijāb dan qabūl mesti bersambung sehingga bila seorang 
yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabūl, maka 
ijāb tersebut menjadi batal. 
2) Syarat sahnya akad 
Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya 
akad ialah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (mufsid) 
dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan 
pertengkaran (al-Jilāllah), adanya paksaan (Ikrah), membatasi 
kepemilikan terhadap suatu barang (tauqif), terdapat unsur tipuan 
(garār), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (dharar).23 
 
 
 
                                                 
23
 Madani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Mualamah, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2012), hlm. 74-75. 
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4. Macam-macam akad 
Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauan sifat 
pembagiannya, salah satunya adalah macam-macam akad dalam fiqh. 
Akad dalam tinjauan hukum Islam secara konsep dapat dibagi pada dua 
bagian, yaitu akad yang bersifat Unilatereal (secara sepihak) dan yang 
bersifat Bilatereal (dua belah pihak atau timbal balik). 
24
 
a. Akad Tabarru‟ 
Akad Unilatereal sering juga disebut akad tabarru‟ atau bentuk 
jamanya tabarru‟at. Akad ini biasanya terdiri dari transaksi yang 
merupakan kehendak perorangan berdasarkan hak yang dimilikinya 
untuk tujuan kebaikan atau bersifat bantuan dan menimbulkan 
kewajiban pada satu pihak.
25
  
Tabarru‟ berasal dari kata tabarru‟a- yatabarra‟u, artinya 
sumbangan, hibah, dana kebajikan atau derma.
26
 Akad tabarru‟ ialah 
semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan 
tolong-menolong, bukan semata dengan tujuan komersial.
27
 
Sedangkan para jumhur ulama berpendapat bahwa tabarru‟ 
merupakan akad yang menyebabkan pemilik harta, tanpa rugi yang 
                                                 
24
 Faturrahman Djamil, Penerapan Hukum Perjanjian dalam ..., hlm. 67 
25
 Ibid. 
26
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dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara 
suka rela.
28
 
Mendermakan sebagian harta dengan tujuan membantu 
seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam 
agama Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-
Baqarah ayat 261 sebagai berikut; 
                            
                           
               
Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-  
orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah  
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat 
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan 
Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.
29
 
Syaikh Husain Hamid Hisan menggambarkan “akad tabarru” 
sebagai cara yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan ta‟āwun dan 
tadhamūn. Dalam akad tabarru‟, orang yang menolong dan berderma 
tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut pengganti 
sebagai imba;am dari apa yang telah diberikan. Karena itulah akad 
tabarru‟ ini diperbolehkan.30 
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Mengenai kedudukan para pihak dalam akad Tabarru‟ yang 
telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 53 Tahun 2006 Tentang 
Akad Tabarru‟ Pada Asuransi Syariah ialah sebagai berikut; 
1) Dalam akad tabarru‟ (hibah), peserta memberikan dana hibah 
yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang tertimpa 
musibah. 
2) Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima 
dana tabarru‟ dan secara kolektif selaku penanggung. 
3) Jika adalam asuransi syariah perusahaan asuransi bertindak 
sebagai pengelola dana hibah, maka dalam BPJS Kesehatan pihak 
BPJS yang bertindak sebagai pengelola .
31
 
Pada akad tabarru‟ (non profit oriented), terdapat beberapa 
kategori akad, antara lain;
32
 
1) Akad dengan pola titipan (wadī‟ah), dalam akad ini terbagi 
menjadi dua,berdasarkan tanggung jawab terhadap titipan yaitu 
wadī‟ah yad amanah (titipan murni), dan wadī‟ah yad dhamanah 
(titipan dengan tanggung jawab terhadap penggantian). 
2) Akad dengan pola pinjaman, ada dua macam dalam pola akad ini 
yaitu, qardh (pinjaman) dan qardhul hasan (pinjaman kebaikan). 
3) Akad dengan pola tabarru‟, yaitu akad yang memiliki 
karakteristik khusus dari masing-masing akadnya, yang termasuk 
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ke dalam kategori ini adalah wakālah (perwakilan), kafālah 
(jaminan), hawālah (pengalihan utang), dan rahn (gadai). Pada 
akad-akad tersebut terdapat imbalan (fee) yang dikenakan 
meskipun termasuk ke dalam kategori akad tolong-menolong 
yang dikenal dengan istilah ūjrah (fee). Beberapa akad yang 
terdapat ūjrah di dalamnya seperti wakālah bil ūjrah, kafālah bil 
ūjrah, dan hawālah bil ūjrah. Ketiga kategori tersebut termasuk 
ke dalam transaksi jasa pelayanan. 
4) Akad dengan pola tolong-menolong, yaitu akad yang termasuk 
dalam kegiatan sosial (social oriented) atau pemberian untuk 
kebijakan. Akad-akad tersebut antara lain hibah, shādaqah, dan 
hadiah.
33
 
b. Akad Tijarah (Profit Oriented) 
Akad bilatereal ini sering juga disebut akad mu‟awadhat atau 
akad tijarah. Akad bilatereal atau akad tijarah, yaitu perbuatan hukum 
yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimulkan hak-hak 
dan kewajiban bagi para pihak secara timbal balik.
34
 Akad tijarah 
ialah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial.
35
 
Dasar utama dari operasional lembaga keuangan syariah tidak 
menggunakan bunga karena hal tersebut merupakan riba, dan 
menerapkan penggunaan konsep tijarah (mencari keuntungan) 
melakui akad-akad perniagaan dalam instrumen dan produknya. Pada 
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akad dengan pola tijarah (profit oriented), terdapat beberapa 
kategori;
36
 
1) Akad yang termasuk dalam kategori jual beli (bai‟), yaitu 
musawama (jual beli tunai), al murābahah (pembayaran dengan 
margin) dan bai‟ bitsaman ajil (pembayaran tunda), bai‟ as-salam 
dan bai‟ al istishna‟ (penyerahan tunda), serta sharf (jual beli 
mata uang). 
2) Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil di mana 
dalam kategori ini terbagi menjadi duan bentuk kemitraan, yaitu; 
a) Kemitraan umum, ada beberapa bentuk akad antara lain 
syirkāh al a‟mal (kemitraan jasa), syirkāh al wujuh 
(kemitraan nama baik), syirkāh al amwal (kemitraan modal). 
Pada Syirkāh al amwal terdapat dua macam akad berdasarkan 
jumlah modal yang disertakan adalah syirkāh al inan (modal 
tidak setara) dan syirkāh al mufawadhah (modal setara). 
Selain akad-akad tersebut ada beberapa akad yang termasuk 
dalam kemitraan umum, antara lain muzāraah (pengelolaan 
ladang), musāqoh (pengairan ladang), dan mukhabarah 
(pembibitan).
37
 
b) Al- Mudhārabah, ada dua macam bentuk yaitu mudhārabah 
muṭlaqah (tidak terikat) dan mudhārabah muqayyadah 
(terikat). 
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3) Akad tījāri atau sewa, yang termasuk ke dalam kategori akad 
tījāri ini adalah ijārah. Dalam ijarah, terdapat dua macam objek 
yang dapat disewakan adalah benda dan jasa. Kategori akad tījāri 
yang keempat ialah akad berbasis imbalan. 
4) Akad Ju‟alah merupakan akad yang ada ke dalam kategori ini. 
Akad ini merupakan akad berbentuk perlombaan dengan imbalan 
tertentu yang diberikan.
38
 
Selain keempat kategori diatas, terdapat satu kategori akad 
tījāri yang berbeda mekanisme dan pola akadnya. Akad-akad tersebut 
termasuk ke dalam al ūqud al murakkabah (hybrid contract). Akad-
akad tersebut yaitu;
39
 
1) Ijārah al muntahiyah bi al tamlik dan ijārah wa iqtina (akad 
ijārah dan bai‟), yang berupa akad sewa dengan jual beli di akhir. 
2) Mudhārabah musytarākah (akad mudhārabah dan musyarakah), 
yang berupa akad bagi hasil dengan adanya penyertaan modal. 
3) Musyarakah mutanaqisah (akad musyarakah dan bai‟) yang 
berupa akad kemitraan dengan jual beli di akhir. 
 
 
5. Berakhirnya akad 
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Menurut hukum Islam akad berakhir karena beberapa sebab. 
Antara lain;
40
 
a. Terpenuhinya tujuan akad 
Suatu akad berakhir jika telah tercapai tujuannya. Dalam akad 
jual-beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah 
berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik 
penjual.
41
 
b. Terjadinya pembatalan / pemutusan akad (Fasakh) 
Pembatalan atau pemutusan akad (fasakh) terjadi karena 
sebab-sebab berikut;
42
 
1) Adana hal-hal yang dibenarkan oleh syara‟, seperti terdapat 
kerusakan dalam akad (fasad al-„aqdī). Misalnya saja jual-beli 
yang tidak memenuhi kejelasan (jahālah) dan waktunya 
(muwaqqat). 
2) Adanya khiyār. 
3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalāh). 
4) Adanya kewajibam dalam akad yang tidak terpenuhi oleh pihak-
pihak yang berakad (li‟adamī tanfidz). 
5) Berakhirnya waktu akad. Karena habis waktunya, seperti dalam 
akad sewa-menyewa yang berjangkau waktu tertentu dan tidak 
dapat diperpanjang. 
c. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia 
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Kematian salah satu pihak yang berakad berakibat pada 
berakhirnya akad. Hal ini menyangkut hak-hak perorangan dan bukan 
hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak 
perorangan mengakibatkan berakhirnya akad seperti perwalian, 
perwakilan dan sebagainya.
43
 
d. Tidak ada izin dari yang berhak 
Dalam hal akad mauquf (akad yang keabsahannya bergantung 
pada pihak lain), seperti akad bai‟ fudhuli dan akad anak yang belum 
dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang 
berhak.
44
 
 
B. BPJS Kesehatan 
1. Pengertian BPJS Kesehatan 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan 
hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial. BPJS tersdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
45
 
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
46
 
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
Kesehatan) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang 
untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus 
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oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan 
kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
47
 
BPJS Kesehatan ini merupakan pengganti layanan kesehatan dari 
PT Askes dan juga PT Jamsostek. BPJS Kesehatan adalah program SJSN 
yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia yang 
menitikberatkan kepada pemerataan pelayanan kesehatan. BPJS 
merupakan program untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. BPJS 
Kesehatan memiliki 2 jenis, yaitu DPI dan non-DPI. DPI sendiri 
merupakan anggota-anggota BPJS yang iurannya dibayarkan oleh 
pemerintah, sedangkan non-DPI iuran membayar sendiri.
48
 
2. Iuran 
Iuran jaminan kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayar secara 
teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah untuk program 
jaminan kesehatan.
49
  Mengenai pembayaran iuran ada beberapa 
ketentuannya, antara lain:
50
 
1. Pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari 
pekerjaanya dan menyetorkan kepada BPJS; 
2. Pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi 
tanggung jawabnya kepada BPJS; 
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3. Peserta yang bukan pekerja dan bukan penerima bantuan iuran wajib 
membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada 
BPJS; 
4. Pemerintah membayar dan menyetor iuran untuk penerima bantuan iuran 
kepada BPJS. 
Berikut adalah ketentuan dari jumlah besaran yang harus dibayarkan 
peserta kepada BPJS sesuai golonganya masing-masing; 
1. Iuran Peserta PBI  
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan 
serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 
23.000,00  (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan.
 51
 
2. Iuran Peserta Bukan PBI52 
a. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang 
terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, 
Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 
sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. 
b. Iuran sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) dibayar dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan 
2) 2% (dua persen) dibayar oleh Peserta. 
c. Kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar iuran sebagaimana 
dimaksud di atas, dilaksanakan oleh: 
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1) Pemerintah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pegawai 
Negeri Sipil Pusat, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat 
Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pusat; 
dan 
2) Pemerintah Daerah untuk Iuran Jaminan Kesehatan bagi 
Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri Daerah. 
d. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain 
Peserta  sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 
5% dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan:
53
 
1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan  
2) 1 % (nol koma lima persen) dibayar oleh Peserta. 
e. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta sebagaimana dimaksud di atas 
yang dibayarkan mulai tanggal 1 Juli 2015 sebesar 5% (lima persen) 
dari Gaji atau Upah per bulan dengan ketentuan: 
1) 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan  
2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta. 
f. Untuk peserta umum membayar secara mandiri baik melalui 
pembayaran tunai melalui instansi pembayaran yang telah bekerja 
sama atau debet melalui Bank tertentu. Besaran iuran sesuai kelas 
perawatan yang dipilih adalah sebagai berikut:
 54
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1) Kelas I = besar iuran yang harus dibayar adalah Rp. 80.000,-/ 
orang/bulan. 
2) Kelas II = besar iuran yang harus dibayar adalah Rp. 51.000,-
/orang/bulan. 
3) Kelas III = besar iuran yang harus dibayar adalah Rp. 25.500,-
/orang/bulan 
3. Pembayaran BPJS Kesehatan 
Tagihan iuran pertama terbentuk paling lama 24 jam setelah Badan 
Usaha Baru mengirimkan data kepesertaan secara lengkap dan benar. BPJS 
Kesehatan mengirimkan tagihan iuran pertama dan informasi kewajiban 
pembayaran kepada Badan Usaha, yaitu
55
 : 
a. Aplikasi Edabu yang disediakan BPJS Kesehatan; dan/atau 
b. Melalui surat elektronik Badan Usaha. 
Pembayaran iuran jaminan kesehatan saat ini dilakukan melalui 
nomor Virtual Account. Melalui sistem pembayaran terbaru ini, setiap 
individu yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) dapat memperoleh 
hanya 1 nomor akun virtual saja, sehingga tidak perlu bayar satu per satu. 
Virtual Account ini diharapkan dapat mempermudah peserta BPJS untuk 
melakukan pembayaran iuran.
56
 
Pembayaran dengan sistem Virtual Account ini cukup sekali transaksi 
pembayaran dan sudah mencakup anggota keluarga yang terdaftar dalam 
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BPJS Kesehatan. Pembayarannya bisa melalui transfer bank yang bekerja 
sama dengan BPJS, seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN tanpa dikenai 
biaya administrasi. 
4. Premi 
Premi adalah  sejumlah uang yang dibayarkan seseorang pemegang 
polis kepada perusahaan asuransi sehubungan dengan adanya perjanjian 
pertanggungan yang dituangkan dalam polis asuransi.
57
 Sedangkan pada 
asuransi syariah, premi ialah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta 
yang terdiri dari dana tabungan dan dana tabarru‟.58 
a. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah dan 
akan mendapat alokasi bagi hasil (muḍarabah) dari pendapatan investasi 
bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi bagi 
hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang 
bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun 
klaim manfaat asuransi. 
b. Dana tabarru‟ merupakan derma atau dana kebajikan yang diberikan dan 
diikhlaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan 
untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. 
Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik 
penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga dapat disebut sebagai 
istilah kontribusi atau dalam fiqh muamalah disebut al-musahamah.
59
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Menurut fatwa MUI dijelaskan bahwa premi ialah kewajiban peserta asuransi 
untuk memberikan sejumlah dana kepada PT. Asuransi sesuai dengan 
kesepakatan akad.
60
 
5. Klaim 
Menurut KBBI klaim ialah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa 
seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Klaim adalah 
pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk 
mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan akad 
atau perjanjian yang telah dibuat.
61
 Secara umum klaim ialah pemintaan 
peseta, ahli aisna atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan 
asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang telah dijanjikan.
62
 
Pada manajemen klaim ada beberapa hal penting yang perlu 
diperhatikan antara lain: 
1. Adanya dua pihak yang jelas melakukan perjanjian, hal ini menunjukkan 
secara jelas siapa yang melakukan ikatan dengan siapa dan kejelasan 
pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban. 
2. Adanya ikatan perjanjian yang jelas dan resmi antara kedua pihak, bentuk 
ikatan mempengaruhi kepatuhan pihak yang berikat sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati bersama. 
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3. Adanya Informed Consent, Informed berarti kedua pihak mengetahi dan 
memahami semua aspek yang mengikat mereka. Adapun consent ialah 
ikatan yang dilakukan dengan dasar kesadaran dan kesukarelaan dan 
bukan karena paksaan, ancaman atau tipuan. 
4. Didokumentasikan, dokumentasi dari pernyataan ikatan antara kedua 
belah pihak diperlukan untuk mencegah pengingkaran oleh salah satu 
pihak yang bisa disengaja atau tidak di sengaja. 
Dalam pencairan klaim BPJS Kesehatan tentu akan ada prosedur atau 
mekanismenya, berikut adalah mekanisme klaim : 
1. Ketika sakit, kunjungi faskes 1 (puskesmas/klinik) yang telah tertulis di 
kartu peserta terlebih dahulu, kecuali jika memang gawat darurat. 
2. Faskes 1 akan memberikan keputusan apakah anda perlu dirujuk 
kerumah sakit atau tidak. Jika memang faskes 1 masih bisa 
menanganinya maka tidak perlu dirujuk, namun jika dalam kondisi 
tertentu seperti fasilitas kurang memadai untuk mengobati pasien maka 
faskes akan merujuk ke rumah sakit. 
3. Saat dirumah sakit, pasien/ peserta BPJS Kesehatan harus membawa 
surat rujukan dari faskes 1. Jika tidak membawa surat rujukan dari 
faskes, maka rumah sakit akan menolak pengguna BPJS Kesehatan. 
4. Membawa persyaratan lengkap seperti, KTP, Kartu BPJS Kesehatan 
Asli, Fotocopy kartu keluarga, surat rujukan dari faskes 1.
63
 
 
                                                 
63
 https://www.panduanbpjs.com/cara-klaim-bpjs/, diakses tanggal 25 Mei 2019, pukul 
13:53. 
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BAB III 
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN  
DI KABUPATEN SRAGEN 
 
A. Profil BPJS Kesehatan 
1. BPJS Kesehatan 
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan 
hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan 
sosial. BPJS tersdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan.
1
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk 
untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
2
 
BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) 
adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-Undang untuk 
menyelenggarakan program jaminan sosial yang ditugaskan khusus oleh 
pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi seluruh rakyat Indonesia.
3
 
BPJS Kesehatan ini merupakan pengganti layanan kesehatan dari 
PT Askes dan juga PT Jamsostek. BPJS Kesehatan adalah program SJSN 
yang dikhususkan untuk pelayanan kesehatan bagi rakyat Indonesia yang 
menitikberatkan kepada pemerataan pelayanan kesehatan. BPJS 
merupakan program untuk semua masyarakat tanpa terkecuali. BPJS 
                                                 
1
 Katalog dalam terbitan, Kementrian Kesehatan RI, BPJS Kesehatan Buku saku FAQ 
(Frequently Asked Questions), cet. Pertama,  (Jakarta: Kementrian Kesehatan RI, 2013), hlm. 2. 
2
 Ibid., hlm. 3. 
3
 Sarmidi Husna dan Muhammad Yunus,  Hasil-Hasil Muktamar Ke- 33 Nahdlatul 
Ulama, Cetakan ke-II, (Jakarta : Lembaga Ta‟lif wan Nasyr PBNU, 2016), hlm. 115. 
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Kesehatan memiliki 2 jenis, yaitu DPI dan non-DPI. DPI sendiri 
merupakan anggota-anggota BPJS yang iurannya dibayarkan oleh 
pemerintah, sedangkan non-DPI iuran membayar sendiri.
4
 
2. Sejarah BPJS Kesehatan 
Jaminan pemelihaaan kesehatan di Indonesia sebenarnya sudah ada 
sejak zaman kolonial Belanda. Dan setelah kemerdekaan, pada tahun 
1949, setelah pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, upaya 
untuk menjamin kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, 
khususnya pegawai negeri sipil beserta keluarga, tetap dilanjutkan. Prof. 
G.A. Siwabessy, selaku Menteri Kesehatan yang menjabat pada saat itu, 
mengajukan sebuah gagasan untuk perlu segera menyelenggarakan 
program asuransi kesehatan semesta (universal health insurance) yang saat 
itu mulai diterapkan di banyak negara maju dan tengah berkembang pesat. 
Pada saat itu kepesertaannya baru mencakup pegawai negeri sipil 
beserta anggota keluarganya saja. Namun, Siwabessy yakin suatu hari 
nanti, klimaks dari pembangunan derajat kesehatan masyarakat Indonesia 
akan tercapai melalui suatu sistem yang dapat menjamin kesehatan seluruh 
warga bangsa ini. 
Pada 1968, pemerintah menerbitkan Perturan Menteri Kesehatan 
Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggaraan Dana 
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) ang mengatur pemeliharaan kesehatan 
bagi pegawai negara dan penerima pensiun beserta keluarganya. Selang 
                                                 
4
 Kuat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syari‟ah, Cetakan ke-1,  (Yogyakarta : 
Pustaka Penerbit, Nomor 5, 2016), hlm. 272. 
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beberapa waktu kemudian, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1984. BPDPK pun berubah status 
dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, 
yaitu PERUM HUSADA BHAKTI (PHB), yang melayani jaminan 
kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan 
anggota keluarganya. 
Pada tahun 1992, PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) 
melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) 
mulai menjangkau karyawan BUMN melalui program Askes komersial. 
Pada Januari 2005 PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk 
melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin 
(PJKMM) yang selanjutnya dikenal menjadi program Askeskin dengan 
sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mamp sebanyak 60 juta jiwa 
yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat. 
PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan 
Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum 
tercover oleh jamkesmas, Askes Sosial, Maupun Asuransi swasta. Hingga 
saat itu, ada lebih dari 200 Kabupaten / Kota atau 6,4 juta jiwa yang telah 
menjadi peserta PJKMU. PJKMU adalah jaminan Kesehatan Daerah 
(Jamkesda) yang pengelolaannya diserahkan kepada PT Askes (Persero). 
Langkah menuju cakupan kesehatan semesta pun semakin nyata 
dengan resmi beroperasinya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, sebagai 
transformasi dari PT Askes (Persero). Hal ini berawal pada tahun 2004 
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saat pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan kemudian pada tahun 2011 
pemerintah menetapkan BPJS serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai 
penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan, sehingga PT 
Askes (Persero) pun berubah menjadi BPJS Kesehatan. 
Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia 
Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, negara 
hadir di tengah kita untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia 
terlindungi oleh jaminan kesehatan yang komprehensif, adil, dan merata.
5
 
3. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 
a. Visi BPJS Kesehatan 
“Terwujudnya Jaminan Kesehatan Yang Berkualitas Tanpa Diskriminasi” 
b. Misi BPJS Kesehatan 
1) Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat. 
2) Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup 
seluruh penduduk Indonesia. 
3) Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan 
kesehatan.
6
 
4. Prinsip BPJS Kesehatan 
a. Kegotongroyongan 
b. Nirlaba 
c. Keterbukaan 
                                                 
5
 https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4, diakses tanggal 30 
Desember 2018 13:22 WIB. 
6
 Ibid. 
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d. Kehati-hatian 
e. Akuntabilitas  
f. Portabilitas 
g. Kepesertaan bersifat wajib 
h. Dana amanat, dan 
i. Hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk 
pengembangan progam dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.
7
 
5. Tugas dan Wewenang BPJS Kesehatan 
BPJS mempunyai tugas yang ditetapkan dalam Undang-undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 
pasal 10, yaitu :
8
 
a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta. 
b. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja. 
c. Menerima bantuan iuran dari pemerintah. 
d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta. 
e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. 
f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai 
dengan ketentuan program jaminan sosial. 
g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial 
kepada peserta dan masyarakat. 
                                                 
7
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan 
Penyelenggaraan Jaminan Sosial, pasal 4, hlm. 5. 
8
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS Kesehatan bagian staf kepesertaan dan 
pelayanan pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
49 
 
 
BPJS mempunyai wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang 
Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial pada 
pasal 11, yaitu :
9
 
a. Menagih pembayaran iuran. 
b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan 
jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, 
kehati-hatian, kemanan dana, dan hasil yang memadai. 
c. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan 
pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional. 
d. Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar 
pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh pemerintah. 
e. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. 
f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang 
tidak memenuhi kewajibannya. 
g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai 
ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi 
kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalan rangka penyelenggaraan 
program jaminan sosial. 
 
                                                 
9
 Ibid. 
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6. Landasan Hukum BPJS Kesehatan 
a. Undang-Undang 
1) Undang-Undang Dasar 1945 
2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badang Penyelenggaraan 
Jaminan Sosial. 
3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN (Sistem Jaminan 
Sosial Nasional)
10
 
b. Peraturan Pemerintah 
1) PP No. 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan 
2) PP No. 28 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga PP N. 12 Jaminan 
Kesehatan. 
3) PP No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 12 tahun 
2013 tentang Jaminan Kesehatan. 
4) PP No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 
Kapitalisasi JKN. 
5) PP No 107 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu 
Berkaitan Dengan Kegiatan. 
6) PP No 109 tahun 2013 tentangPenahapan Kepesertaan Program 
Jaminan Sosial. 
7) PP No 108 tahun 2013 tentang Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan 
Program Jaminan Sosial. 
                                                 
10
 Brosur dari mbak sisca pegawai bagian staf kepesertaan dan pelayanan BPJS Kesehatan 
pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
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8) PP No 111 tahun 2013 tentang Perubahan PP No. 12 tahun 2013 
tentang Jaminan Kesehatan. 
9) PP No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.11 
 
B. BPJS Kesehatan Cabang Sragen 
1. Geografi Kota Sragen 
Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. 
Ibukotanya terletak di Sragen, sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta. 
Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, 
Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di timur, Kabupaten Karanganyar di 
selatan, serta Kabupaten Boyolali di barat. 
Peta lokasi Kabupaten Sragen di Jawa Tengah, Koordinat: 71º5' - 
7º30' LS, 110º45' - 111º10' BT. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan 
"Bumi Sukowati", nama yang digunakan sejak masa kekuasaan Kerajaan 
(Kasunanan) Surakarta. Nama Sragen dipakai karena pusat pemerintahan 
berada di Sragen.
12
 
2. Gambaran Umum BPJS Kesehatan Cabang Sragen 
Sragen merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah dengan 
luas wilayah 941,55 km
2
, dengan 20 Kecamatan yang dibagi dalam jumlah 
208 Desa dan Kelurahan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen.  
                                                 
11
 Ibid. 
12
 http://.sagenkab.g.id/tentang-sragen.html, diakses tanggal 1 Maret 2019 pukul 17:13 
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Penduduk yang tercatat di dalam data dinas kependudukan 
kabupaten Sragen tahun 2017, 492.981 berjenis kelamin laki-laki dan 
490.475 berjenis kelamin perempuan.
13
 
Kota Sragen memiliki Kantor BPJS Kesehatan yang merupakan 
anak cabang dari Kantor Cabang Surakarta. Kantor BPJS Kesehatan kota 
Sragen beralamatkan di Jl. Raya Sukowati, Pilangsari, Ngrampal, 
Kebayanan Jetis, Pilangsari, Ngrampal, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 
57252. 
Sebagian masyarakat Sragen mengenal istilah BPJS, namun kurang 
memahami apa itu BPJS. Kebanyakan dari masyarakat mengetahui BPJS 
hanya sebatas berobat gratis dan membayar iuran setiap bulannya. Hal ini 
kemungkinan disebabkan kurang optimalnya sosialisasi dari pihak BPJS, 
dan juga kurangnya rasa ingin tahu masyarakat tentang program yang 
direncanakan pemerintah ini, khususnya BPJS Kesehatan. 
Sekitar 29,07% masyarakat masih belum terdaftar atau tercover 
oleh program BPJS Kesehatan (JKN-KIS), tentunya ini menjadi perhatian 
bagi pemerintah Sragen. Karena, pemerintah pusat menargetkan seluruh 
warga negara Indonesia mengikuti program BPJS Kesehatan (JKN-KIS). 
Masyarakat juga ada yang mengikuti program JKN-KIS ini saat terdesak 
atau saat dirinya atau keluarganya sakit dan membutuhkan biaya cukup 
banyak, jadi mereka baru mendaftarkan BPJS Kesehatan (JKN-KIS) ini. 
Namun, setelah tidak membutuhkan lagi mereka tidak lagi mau membayar 
                                                 
13
 http://dukcapil.sragenkab.go.id/data/jumlah_penduduk (diakses Tanggal 08 Maret 
2018, pukul 13:49). 
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iurannya, masyarakat menganggap bahwa saat mereka membayarkan iuran 
BPJS Kesehatan ini ketika tidak memakainya maka yang dibayarkan itu 
akan hangus dan hilang tanpa ada manfaat yang mereka peroleh dari 
pemerintah jika tidak terjadi resiko di masa mendatang. Masyarakat yang 
berpendapat seperti itu biasanya dominasi kalangan ekonomi menengah 
kebawah yang menjadi peserta mandiri. 
Ada sekitar 8 RS, 25 Puskesmas, 21 praktik dokter perorangan, dan 
11 klinik di Sragen yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang 
Sragen. Berikut ialah beberapa rumah sakit / fasilitas kesehatan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Sragen;
14
 
a. RS Amal Sehat Sragen  
b. RSUD Gemolong Sragen 
c. RS Sarila Husada Sragen 
d. RSU Assalam Sragen 
e. RSU Pku Muhammadiyah Sragen 
f. RS Khusus Ibu & Anak Restu Ibu 
g. RSU Mardi Lestari 
h. RSU Sragen 
i. Puskesmas Tanon I & II 
j. Puskesmas Plupuh I & II 
k. Puskesmas Masaran I, II & III 
l. Puskesmas Kedawung I & II, dst.. 
                                                 
14
 http://bpjsonline.com, diaskes tanggal  10 Agustus 2019 20:25 WIB 
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3. Struktur Organisasi 
Mengingat bahwa kantor BPJS Sragen ini hanya anak cabang dari 
kantor cabang Surakarta, untuk kepengurusan atau kepegawaiannya tidak 
terlalu banyak dapat dilihat seperti dibawah ini :
15
 
 
4. Jasa yang dilayani 
Sebagaimana diketahui bahwa BPJS merupakan badan hukum 
yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial dengan 
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jika mengutip visi dari 
BPJS paling lambat per 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia 
memiliki jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan 
dasar kesehatannya yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang 
                                                 
15
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS ...,  25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
Staf Perluasan Dan Kepatuhan 
Staf Kepesertaan Dan Pelayanan Peserta 
Staf Penagihan Dan Keuangan  
Verifikator Penjamin Manfaat 
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handal, unggul dan terpercaya. Jadi, BPJS Kesehatan ini pada dasarnya 
melayani atau menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat. 
Pelayanan kesehatan ini dalam bentuk KIS (Katu Indonesia Sehat), yang 
mana kartu ini digunakan saat peserta ingin mendapat layanan kesehatan. 
Jadi, apa yang akan didapatkan oleh peserta nanti, sesuai dengan golongan 
kepesertaannya.
16
 
5. Kepesertaan dan Pendaftaran  
Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program 
Jaminan Kesehatan. Sejauh ini kepesertaan masyarakat kota Sragen pada 
program BPJS telah mencapai 70,93% per 1 Desember 2018 dari total 
penduduk kabupaten  Sragen, masih ada 29,07% masyarakat yang belum 
ber JKN-KIS.
17
 
Para peserta yang mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan memiliki 
hak dan kewajiban sebagai berikut :
18
 
a. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berkewajiban 
untuk membayar iuran, melaporkan data kepesertaannya dengan 
menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili dan atau 
pindah kerja 
b. Setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak 
mendapatkan identitas peserta dan manfaat pelayanan kesehatan yang 
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. 
                                                 
16
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS ...,  25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
17
 Ibid. 
18
 Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan 
Sosial Nasional. 
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Setiap masyarakat yang ingin menjadi peserta BPJS bisa dilayani 
di kantor cabang yang ada di Kota Sragen dengan melampirkan berkas 
persyaratan berupa:
19
 
a. Foto copy KTP 
b. Foto copy Kartu Keluarga 
c. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar 
d. Mengisi formulir pendaftaran 
e. Setelah berkas persyaratan terpenuhi, BPJS Kesehatan akan 
memberikan nomor account (Virtual Account) untuk dibayar iurannya 
melalui kantor Bank terdekat yang bekerjasama dengan BPJS 
Kesehatan (Bank Mandiri, Bank BRI dan Bank BNI). 
Untuk Pendaftaran Peserta BPJS kesehatan dan menjadi anggota 
atau peserta BPJS Kesehatan tiap golongan memiliki aturannya masing-
masing, yaitu: 
a. Pendaftaran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
Pendaftaran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) 
jaminan kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan di bidang sosial dan didaftarkan oleh 
menteri sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan.
20
 Pendataan fakir 
miskin dan orang tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan 
oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Pusat yang 
berkaitan. Selain peserta PBI yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 
                                                 
19
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS ...,  25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
20
  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan 
kesehatan, Pasal 9, hlm. 12. 
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juga terdapat penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan SK Gubernur/Bupati/Walikota bagi Pemda yang 
mengintegrasikan program JKN. Penduduk yang di daftarkan oleh 
Pemerintah Daerah dilakukan atas dasar rekomendasi dari kepala desa 
di tiap daerah atau desa yang ada di Kabupaten Sragen. Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang 
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,00  (dua puluh 
tiga ribu rupiah) per orang per bulan.
21
 
Seperti Ibu Blakinah (peserta PBI di Desa Padas Tanon, Ibu 
menjadi peserta PBI, bahkan sebelum adanya BPJS Kesehatan Ibu 
Blakinah sudah menjadi peserta Askes. Jadi, ketika pergantian dari 
Askes menjadi BPJS Kesehatan, Ibu Blakinah hanya menyerahkan 
kartu Askes dan juga Kartu Keluarga (KK) kepada ketua RT untuk 
mendapatkan Kartu BPJS Kesehatan atau yang sekarang disebut 
dengan Kartu Indonesia Sehat  (KIS).
22
 
b. Pendaftaran Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) 
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah 
yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, 
Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 
5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran Jaminan 
Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah selain Peserta  
sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1) yaitu sebesar 5% dari 
                                                 
21
 Ibid. 
22
 Wawancara dengan Ibu Blakinah warga Tanon, tanggal  21 Juni 2019, pukul 14:00 
WIB. 
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gaji atau upah per bulan dengan ketentuan: 4% (empat persen) dibayar 
oleh Pemberi Kerja; dan 1 % (nol koma lima persen) dibayar oleh 
Peserta.
23
 
Hesti Endah merupakan seorang mahasiswa, Hesti menjadi 
peserta BPJS Kesehatan karena Ayahnya merupakan seorang pegawai 
Guru PNS di salah satu SD Negeri di Kecik. Jadi, setelah 
pengangkatan PNS tesebut keluarganya menjadi peserta BPJS 
kesehatan, dan iurannya dari pemotongan gaji Ayahnya setiap 
bulannya.
24
 
1) Perusahaan / Badan usaha mendaftarkan seluruh karyawan beserta 
anggota keluarganya ke Kantor BPJS Kesehatan dengan 
melampirkan; 
a) Formulir Registrasi Badan Usaha / Badan Hukum Lainnya 
b) Data Migrasi karyawan dan anggota keluarhanya sesuai format 
yang ditentukan oleh BPJS Kesehatan. 
2) Perusahaan atau Badan Usaha menerima nomor virtual Account 
(VA) untuk dilakukan pembayaran ke Bank yang telah bekerja 
sama. 
3) Bukti Pembayaran iuran diserahkan ke Kantor BPJS Kesehatan 
untuk dicetakkan kartu JKN atau mencetak e-ID secara mandiri 
oleh Perusahaan atau Badan Usaha. 
                                                 
23
 Ibid., hlm. 13-14. 
24
 Wawancara dengan Hesti Endah  warga Desa Padas, tanggal  21 Juni 2019, pukul 
13:00 WIB. 
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c. Pendaftaran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan 
Bukan Pekerja (BP) 
Setiap PBPU dan BP wajib mendaftarkan dirinya dan anggota 
keluarganya pada BPJS Kesehatan dengan membayar Iuran.
25
 Untuk 
peserta PBPU dan BP per januari 2019 Pemerintah mewajibkan setiap 
warganya untuk mendaftarkan menjadi peserta BPJS. seperti yang 
dilakukan oleh, Ibu Heni, dimana ia mendaftarkan dirinya menjadi 
anggota BPJS mandiri sekitar 4 tahun yang lalu ketika ia sedang hamil. 
Alasannya mendaftarkan diri agar ketika persalinan ia mendapat 
keringanan. Kemudian setelah melahirkan ia sempat berhenti 
membayarkan iuran kepesertaan, karena merasa sia-sia saja membayar 
iuran tetapi ia tidak menggunakannya. Tapi, kemudian di akhir 2018 
lalu ia kembali membayarkan iurannya karena anaknya dirawat di 
Rumah Sakit dan menginginkan keringanan biaya. Ia datang ke kantor 
BPJS dengan membawa kartu BPJS (KIS) dan Kartu Keluarga (KK) 
serta KTP, setelah itu dia menjadi peserta aktif BPJS kembali dan 
mulai membayarkan iuran secara rutin.
26
  
Selain itu ada juga Puput Indriyanti, seorang mahasiswa di 
Universitas Swasta di Jogjakarta. Ia mendaftarkan diri menjadi peserta 
BPJS mandiri sejak 2 tahun lalu. Ia mendaftar menjadi peserta BPJS 
karena menurutnya menjadi peserta BPJS merupakan investasi jangka 
                                                 
25
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan 
kesehatan, Pasal  15, hlm. 15. 
26
 Wawancara dengan Heni  warga Desa Padas, tanggal  21 Juni 2019, pukul 16:00 WIB. 
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panjangnya, selain itu untuk berjaga-jaga saat sakit supaya 
meringankan biaya.
27
 
6. Tata Cara Pembayaran Iuran 
Pembayaran Iuran bagi peserta yang baru saja mendaftarkan BPJS 
Kesehatan atau pertama kali bergabung dengan BPJS Kesehatan, maka 
setelah 14 hari setelah pendaftaran, mereka baru bisa melakukan 
pembayaran iuran pertama. Peserta akan diberi informasi mengenai 
pembayaran dan nomor virtual account melalui pesan singkat (SMS). 
Kemudian, peserta yang sudah membayarkan Iuran pertamanya datang 
kembali ke kantor BPJS Kesehatan dan menyerahkan bukti pembayaran 
yang kemudian mendapatkan kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia 
Sehat (KIS) sebagai tanda kepesertaan. Kartu ini bentuknya seperti kartu 
tanda penduduk, dan kegunaannya saat peserta akan menggunakan fasilitas 
BPJS Kesehatan.
28
 
Pada pembayaran selanjutnya bisa dilakukan secara manual atau 
bisa terpotong karena sudah auto debit yakni melalui Bank-bank yang 
telah bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan, seperti BNI, BTN, 
Mandiri, dan BCA. Tanggal pembayaran iuran dimulai sejak awal bulan 
yakni tanggal 1 dan maksimal tanggal 10.
29
 
Menurut wawancara dengan peserta BPJS Kesehatan mengenai 
pembayaran Iuran BPJS Kesehatan tidak hanya bisa dilakukan melalui 
                                                 
27
 Wawancara dengan Puput Indri  warga Batu Jamus Sragen, tanggal  15 Juni 2019, 
pukul 10:00 WIB. 
28
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS ...,  25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
29
 Ibid. 
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Bank saja, tetapi bisa juga dilakukan melalui kantor Pos, dengan 
menyerahkan Nomor Virtual yang dimiliki peserta. Kemudian, untuk 
tanggal pembayarannya, peserta juga melakukannya tidak harus 
melakukannya  pada tangal 1 dan maksimal 10 setiap bulannya seperti 
yang dikatakan oleh pihak BPJS Kesehatan, tapi peserta melakukannya 
kapan saja asalkan masih dalam satu bulan tersebut. Seperti yang 
dilakukan oleh peserta BPJS Kesehatan mandiri yang bernama Purwanti 
seorang Ibu Rumah Tangga, yang membayarkan iuran kepesertaan  setiap 
tanggal 25 atau tanggal selanjutnya jika tanggal 25 jatuh pada hari libur.
30 
Untuk peserta mengalami keterlambatan membayar iuran atau 
menunggak, maka Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dimiliki statusnya 
akan di non-aktifkan atau tidak bisa digunakan oleh peserta, dan untuk 
bisa menggunakan lagi peserta harus melunasi tunggakan iurannya. Untuk 
ketelambatan pada pembayaran iuran, peserta akan di ingatkan oleh pihak 
BPJS Kesehatan melalui SMS yang otomotis akan dikirimkan, jika masih 
belum dibayarkan juga maka pihak BPJS Kesehatan akan melakukan 
Panggilan atau telefon. Setelah upaya SMS dan Telefon tidak berhasil, 
upaya terakhir adalah menunggu sampai  peserta sadar dan membayar. 
Biasanya peserta akan sadar saat peserta sedang sakit. Jadi, peserta tidak 
akan bisa menggunakan BPJS Kesehatan jika masih menunggak 
pembayaran iuran. Untuk peserta yang sudah menunggak pembayaran, 
maka saat pelunasan tunggakan itu peserta dikenai denda pelayanan 
                                                 
30
 Wawancara dengan Ibu Purwanti seorang Ibu Rumah Tangga di Tanon, Peserta BPJS 
Kesehatan Golongan Mandiri, 28 Mei 2019 Pukul 15:00 WIB. 
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kesehatan, dan denda ini hanya berlaku untuk peserta yang rawat inap, jika 
yang tidak rawat inap maka tidak dikenai denda. 
31
 Kemudian, apabila 
keterlambatan tersebut lebih dari 3 bulan, maka peserta akan melakukan 
registrasi ulang atau seperti pendaftaran awal dengan mengisi formulir. 
Tapi, peserta tidak perlu menunggu 14 hari dan tidak perlu mendapatkan 
nomor virtual baru lagi, peserta tetap menggunakan nomor virtual lama 
dengan melunasi semua tunggakan pembayarannya dan juga membayar 
biaya administrasi untuk pendaftaran ulang tersebut.
32
  
Pembayaran iuran jaminan kesehatan saat ini dilakukan melalui 
nomor Virtual Account. Melalui sistem pembayaran terbaru ini, setiap 
individu yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) dapat 
memperoleh hanya 1 nomor akun virtual saja, sehingga tidak perlu bayar 
satu per satu. Virtual Account ini diharapkan dapat mempermudah peserta 
BPJS untuk melakukan pembayaran iuran. Jadi, para peserta tidak perlu 
berkali-kali bayar dan menghemat biaya administrasi jika peserta 
membayar melalui transfer bank.
33
 
a) Iuran Peserta PBI 
Iuran peserta PBI dibayarkan setiap bulannya oleh menteri 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 
                                                 
31
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS ...,  25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
32
 Ibid. 
33
 Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan No. 4 Tahun 2018 
Tentang Pedoman Pendaftaran Kesepakatan Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Selain 
Penyelenggaraan Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem 
Pelayanan PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 
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menagihkan iuran peserta PBI setiap bulan, BPJS Kesehatan 
menyampaikan surat tagihan dana iuran PBI kepada kementrian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan 
melampirkan;
34
 
1. Daftar perhitungan dana Iuran PBI Jaminan Kesehatan; 
2. Daftar rekapitulasi Peserta PBI yang terdaftar di FKTP dan 
dibayarkan kapitasinya oleh BPJS Kesehatan; 
3. Kuitansi atau tanda terima; dan 
4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh 
pejabat BPJS Kesehatan. 
b) Iuran Peserta PPU 
Pemberi kerja wajib memungut iuran dari pekerjanya, 
membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan 
kepada pihak BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. 
Pemberi kerja disini ada dua macam, yaitu;
35
 
1. Pemberi kerja penyelenggaraan negara 
a. Pemerintah pusat (Pejabat Negara, PNS Pusat, Prajurit, 
Anggota Polri, dan Pekerja atau Pegawai yang iurannya adalah 
kewajiban dari pemerintah pusat). 
                                                 
34
 Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan No. 5 Tahun 2018 
Tentang Tata Cara Penagihan, Pembayaran, dan Pencatatan Iuran Jaminan Kesehatan dan 
Pembayaran Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan, hlm. 7. 
35
 Ibid., hlm. 9. 
64 
 
 
b. Pemerintah daerah (wakil kepada daerah, PNS daerah, kepala 
desa dan perangkat desa dan pekerja atau pegawai yang 
iurannya adalah kewajiban pemerintah daerah). 
Salah satu peserta PPU yakni Hesti Endah, ia menjadi 
peseta PPU karena Ayahnya merupakan seorang Guru PNS di 
salah satu SD Negeri di Kecik. Menurut Hesti, ia menjadi peserta 
BPJS Kesehatan baru sekitar 3 Tahun saat Ayahnya diangkat PNS. 
Untuk pembayaran Iurannya tentu saja dipotong dari gaji Ayahnya 
setiap bulannya. Sebelum Ayahnya diangkat menjadi PNS, 
keluarganya tidak menggunakan dan tidak mendaftar BPJS 
Kesehatan dengan alasan tidak membutuhkan dan juga tidak ingin 
membayar iuran, karena ia tidak terdaftar dan tidak bisa mendaftar 
menjadi peserta PBI. 
36
 
2. Pemberi kerja selain penyelenggara negara 
Pemberi kerja selain penyelenggara wajib memungut iuran 
dari pekerjanya, membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya 
dan menyetor iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat 
tanggal 10 setiap bulan. 
c) Iuran Peserta PBPU dan Peserta BP  
Peserta PBPU membayar Iuran bagi dirinya beserta anggota 
keluarganya dan menyetorkan kepada pihak BPJS Kesehatan paling 
lambat tanggal 10 setiap bulan. Pembayaran dillakukan melalui nomor 
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 Wawancara dengan Hesti Endah  warga Desa Padas, tanggal  21 Juni 2019, pukul 
13:00 WIB. 
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Virtual Account  yang sudah diberikan oleh pihak BPJS Kesehatan 
kepada Peserta. Warga Sragen dapat membayarkan iuran melalui bank-
bank yang telah bekerja sama dengan BPJS, selain itu bisa melalui 
kantor pos seperti yang dilakukan oleh Ibu Purwanti warga Tanon. Ibu 
Purwanti sejak pendaftaran sampai sekarang selalu melakukan 
pembayaran melalui kantor pos, tidak seperti aturan yang dikatakan 
oleh pihak BPJS Kesehatan Ibu Purwanti melakukan pembayaran tidak 
pada tanggal 1 sampai 10 di tiap bulannya, tapi melakukannya setiap di 
tanggal akhir bulan dan terkadang ia membayarkan iuran setiap 2 
bulan sekali.
37
 Iuran yang di dapat dari peserta PBPU ini berasasal dari 
:
38
 
1. Pemotongan uang pensiun oleh pihak ketiga pembayar pensiun dari 
Penerima Pensiun; dan 
2. Setoran Iuran yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. 
Seperti bapak Sudarjanto yang merupakan pensiunan TNI, jadi 
iuran BPJS bapak Sudarjanto di tanggung oleh pemerintah.
39
 
Besaran iuran sesuai kelas perawatan yang dipilih adalah 
sebagai berikut: 
4) Kelas I = besar iuran yang harus dibayar adalah Rp. 80.000,-/ 
orang/bulan. 
                                                 
37
 Wawancara dengan Ibu Purwanti seorang Ibu Rumah Tangga di Tanon, Peserta BPJS 
Kesehatan Golongan Mandiri, 28 Mei 2019 Pukul 15:00 WIB. 
38
 Ibid., hlm. 12-13. 
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 Wawancara dengan Bapak Sudarjanto warga Tanon, tanggal 23 Juni 2019, pukul 11:00 
WIB. 
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5) Kelas II = besar iuran yang harus dibayar adalah Rp. 51.000,-
/orang/bulan. 
6) Kelas III = besar iuran yang harus dibayar adalah Rp. 25.500,-
/orang/bulan. 
7. Klaim BPJS Kesehatan 
Untuk bisa mendapatkan klaim BPJS Kesehatan, peserta harus 
merupakan peserta aktif yang tidak menunggak atau telat dalam 
pembayaran Iuran BPJS Kesehatan. Jika, peserta masih menunggak dalam 
pembayaran, maka peserta harus melunasi sisa tunggakan Iuran terlebih 
dahulu ke BPJS Kesehatan, baru peserta bisa menggunakan fasilitas klaim 
BPJS Kesehatannya. Klaim BPJS Kesehatan tidak ditujukan langsung 
pada pihak BPJS Kesehatan, namun kepada pihak kedua atau instansi yang 
sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi, nantinya peserta 
mengajukan klaim kepada pihak kedua dengan syarat-syarat yang telah 
ditentukan, baru setelahnya pihak kedua ini memberikan proposal klaim 
peserta kepada pihak BPJS Kesehatan.
40
 
Dalam pencairan klaim BPJS Kesehatan tentu akan ada prosedur 
atau mekanismenya, berikut adalah mekanisme klaim : 
5. Ketika sakit, kunjungi faskes 1 (puskesmas/klinik) yang telah tertulis 
di kartu peserta terlebih dahulu, kecuali jika memang gawat darurat. 
6. Faskes 1 akan memberikan keputusan apakah anda perlu dirujuk 
kerumah sakit atau tidak. Jika memang faskes 1 masih bisa 
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 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS ...,  25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
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menanganinya maka tidak perlu dirujuk, namun jika dalam kondisi 
tertentu seperti fasilitas kurang memadai untuk mengobati pasien 
maka faskes akan merujuk ke rumah sakit. 
7. Saat dirumah sakit, pasien/ peserta BPJS Kesehatan harus membawa 
surat rujukan dari faskes 1. Jika tidak membawa surat rujukan dari 
faskes, maka rumah sakit akan menolak pengguna BPJS Kesehatan. 
8. Membawa persyaratan lengkap seperti, KTP, Kartu BPJS Kesehatan 
Asli, Fotocopy kartu keluarga, surat rujukan dari faskes 1.
41
 
Perlu diketahui juga bahwa pada kondisi tertentu akan ada biaya 
tambahan yang dikenakan pada peserta BPJS Kesehatan, misalnya saja 
seperti: 
a. Jenis obat yang diberikan oleh RS tidak masuk daftar obat yang 
ditanggung oleh BPJS Kesehatan. 
b. Kelas perawatan BPJS Kesehatan yang diberikan kepada pasien sesuai 
dengan kelas iuran peserta yang dipilih. Jadi ketika pasien 
mengajukan naik kelas perawatan diatasnya maka terdapat selisih dari 
yang ditanggung BPJS Kesehatan, sehingga selisih tersebut akan 
ditanggung oleh pasien.
42
 
Praktiknya di salah satu Rumah Sakit Umum Sarila Husada 
Sragen, ada syarat atau ketentuan bagi pasien BPJS, yaitu: 
a. Pasien harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan 
                                                 
41
 https://www.panduanbpjs.com/cara-klaim-bpjs/, diakses tanggal 25 Mei 2019, pukul 
13:53. 
42
 https://www.panduanbpjs.com/cara-klaim-bpjs/, diakses tanggal  25 Mei 2019, pukul 
13:53. 
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b. Surat rujukan Asli dan foto kopi 3 lembar  
c. Foto kopi Kartu BPJS 1 lembar 
d. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) 1 lembar 
e. Persyaratan dilengkapi di awal sebelum pendaftaran 
f. Pasien bisa mengambil antrian terlebih dahulu 
g. Setelah persyaratan lengkap baru melakukan proses pendaftaran 
h. Bagi pasien daftar online penyerahan syarat diserahkan 2 jam sebelum 
poliklinik dimulai.
43
 
Melalui wawancara penulis dengan salah satu pasien Rumah Sakit 
Sarila Husada yaitu anak dari ibu Blakinah yang bernama Mira yang saat 
itu sedang dirawat karena sakit DBD, mengatakan bahwa saat membawa 
anaknya ke RS tersebut beliau langsung datang dan memesan kamar, pada 
saat itu beliau berada di kamar yang berisi 4 orang dan berada di kamar 
kelas 3. Setelah mendapat kamar bagi anaknya barulah beliau 
menyerahkan persyaratan-persyaratan untuk pasien BPJS. Tapi, beliau 
tidak menyertakan surat rujukan dan juga tidak diminta oleh pihak Rumah 
Sakit.
44
 
Selain itu juga wawancara dengan Hesti Endah, seorang mahasiswa 
yang juga pernah dirawat di RS tersebut. Karena ayahnya seorang PNS, 
maka ia ditempatkan di kamar kelas 2 yang berisi 2 ranjang. Menurutnya, 
saat masuk ke RS Sarila Husada Sragen ia menyerahkan semua 
                                                 
43
 Brosur Rumah Sakit Sarila Husada Sragen, tanggal 2 mei 2019 
44
 Wawancara dengan Ibu Blakinah warga Tanon, tanggal  21 Juni 2019, pukul 14:00 
WIB. 
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persyaratan seperti foto kopi KK, KTP, kartu BPJS dan surat rujukan yang 
diberikan menyusul, dan langsung mendapatkan kamar. 
45
 
Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan bapak 
Sudarjanto seorang Purna TNI yang berasal dari Kalimantan, bapak 
Sudarjanto merupakan peserta askes yang pindah domisili, dan bapak 
Sudarjanto ini merupakan pasien rawat jalan poliklinik saraf di RSU PKU 
Muhammadiyah Sragen. Sebelum melakukan kontrol bapak Sudarjanto 
melakukan pendaftaran secara Online agar tidak mengantri terlalu lama 
dengan cara mengirimkan pesan whatsapp ke pihak RSU PKU 
Muhammadiyah Sragen dengan format pengisian sebagai berikut; #Nomor 
Rekam Medis #Nama Pasien  #Tanggal Kunjungan #Poliklinik Tujuan 
#Nama Dokter #Pagi/Sore #Umum (jika pasien merupakan pasien umum) 
#BPJS contoh (0001112223334). 
Pendaftaran online dilakukan pasien H-3 s/d H-1 sebelum 
melakukan kontrol. Pendaftaran yang dilakukan secara online disertai 
dengan foto surat kontrol yang masih berlaku/ rujukan baru. Setelah itu 
pasien akan menerima konfirmasi pendaftaran dan mendapat nomor 
antrian, kemudian pasien melakukan pendaftaran ulang H-1 sebelum 
kontrol dengan menuerahkan syarat seperti, foto kopi KK i lembar, foto 
kopi KTP 1 lembar, foto kopi surat askes / BPJS, dan surat kontrol/rujukan 
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 Wawancara dengan Hesti Endah  warga Desa Padas, tanggal  21 Juni 2019, pukul 
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yang masih berlaku, yang kemudian diserahkan pada bagian 
administrasi.
46
 
Menurut salah satu bidan di puskesmas di Tanon I, jika pasien 
ingin melakukan pemeriksaan atau rawat jalan di puskesmas. Mereka 
hanya perlu menunjukkan KTP dan kartu peserta JKN / BPJS Kesehatan, 
kemudian mengambil nomor urut antrian dan yang terakhir setelah 
mendapat pemeriksaan mereka mengantri untuk mendapatkan obat. Tetapi 
untuk pasien BPJS  yang ingin melakukan rawat inap yang pertama 
mereka perlu melakukan proses seperti yang telah dijelaskan tadi, jika 
diperlukan rawat inap maka pasien akan langsung di arahkan ke ruang 
perawatan dan baru mengisi formulir identitas diri dan menyerahkan 
fotokopi Kartu Keluarga (KK), KTP, dan kartu peserta JKN/BPJS 
Kesehatan.
47
 
Fasilitas kesehatan mengajukan klaim setiap bulan secara reguler 
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali kapitasi, tidak perlu 
diajukan klaim oleh fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan wajib membayar 
fasilitas kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada peserta paling 
lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap di kantor 
oprasional BPJS Kesehatan.
48
 BPJS Kesehatan wajib membayar kapitasi 
kepada FKTP tanggal 15 paling lambat setiap bulan berjalan.
49
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 Wawancara dengan Bapak Sudarjanto Warga Tanon, tanggal 23 Juni 2019, pukul 11:00 
WIB. 
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 Wawancara dengan Bidan Titik, tanggal 20 Juni 2019, pukul 09:00 WIB. 
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 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan 
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Administrasi yang harus disiapkan pihak faskes yaitu ;  
1) Kuitansi asli, bermaterai secukupnya; 
2) Formulir pengajuan klaim (FPK); 
3) Rekapitulasi pelayanan 
a) Nama; 
b) Nomor identitas; 
c) Diagnosa penyakit; 
d) Tanggal masuk perawatan dan tanggal keuar perawatan; 
e) Jumlah hari rawat; 
f) Besaran tarif paket; 
g) Jumlah tagihan paket rawat inap tingkat pertama (besaran tarif 
paket dikalikan jumlah hari rawat); 
h) Jumlah seluruh tagihan; 
i) Foto kopi idetitas peserta BPJS Kesehatan.  
4) Bukti pelayanan yang sudah ditandatangani oleh peserta atau anggota 
keluarga. 
5) Kelengkapan lain yang dipersyaratkan oleh masing-masing tagihan 
klaim. 
50
 
Menurut bidan Puskesmas Tanon I, untuk pengajuan klaim dari 
faskes kepada pihak BPJS Kesehatan, pihak puskesmas melakukannya 
tidak setiap bulan atau tidak pasti, mengingat pasien di puskesmas tidak 
pasti dan juga puskesmas juga mendapat dana dengan besaran tertentu 
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yang akan digunakan oleh pihak puskesmas untuk kepentingan pasien. 
Selain bekerja di Puskesmas bidan Titik juga membuka praktik dirumah 
dan menerima pasien BPJS Kesehatan, tapi hanya untuk pasien yang 
melahirkan dengan persyaratan membawa foto kopi Kartu Keluarga (KK), 
KTP, dan kartu peserta JKN/BPJS.
51
 Setelah persyaratan itu diberikan, 
bidan Titik memberikannya kepada pihak Puskesmas dan nantinya pasien 
tersebut masuk ke daftar pasien Puskesmas untuk dimintakan klaimnya 
kepada BPJS Kesehatan.
52
 
 
 
 
  
  
                                                 
51
 Wawancara dengan Bidan Titik, tanggal 20 Juni 2019, pukul 09:00 WIB. 
52
 Ibid. 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Implementasi Pembayaran Iuran 
di BPJS Kesehatan di kantor cabang Sragen, yang mana akan menjelaskan 
mengenai perspektif akad tijarah dan tabarru‟ dalam pembayaran Iuran BPJS 
Kesehatan. 
A. Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan di Sragen 
Pembayaran Iuran bagi peserta yang baru saja mendaftarkan BPJS 
Kesehatan atau pertama kali bergabung dengan BPJS Kesehatan, maka 
setelah 14 hari setelah pendaftaran. Peserta akan diberi informasi mengenai 
pembayaran dan nomor virtual account melalui pesan singkat (SMS). 
Kemudian, peserta yang sudah membayarkan Iuran pertamanya datang 
kembali ke kantor BPJS Kesehatan dan menyerahkan bukti pembayaran yang 
kemudian mendapatkan kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat 
(KIS) sebagai tanda kepesertaan. Kartu ini bentuknya seperti kartu tanda 
penduduk, dan kegunaannya saat peserta akan menggunakan fasilitas BPJS 
Kesehatan.
1
 
Tagihan iuran pertama terbentuk paling lama 24 jam setelah Badan 
Usaha Baru mengirimkan data kepesertaan secara lengkap dan benar. BPJS 
                                                 
1
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS Kesehatan bagian staf kepesertaan dan 
pelayanan pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
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Kesehatan mengirimkan tagihan iuran pertama dan informasi kewajiban 
pembayaran kepada Badan Usaha, yaitu
2
 : 
c. Aplikasi Edabu yang disediakan BPJS Kesehatan; dan/atau 
d. Melalui surat elektronik Badan Usaha. 
Pada pembayaran selanjutnya bisa dilakukan secara manual atau bisa 
terpotong karena sudah auto debit yakni melalui Bank-bank yang telah 
bekerja sama dengan pihak BPJS Kesehatan, seperti BNI, BTN, Mandiri, dan 
BCA. Tanggal pembayaran iuran dimulai sejak awal bulan yakni tanggal 1 
dan maksimal tanggal 10, tapi praktiknya masyarakat melakukan pembayaran 
tidak semua pada tangal tersebut.  
Seperti yang dilakukan oleh salah satu peserta BPJS Kesehatan 
Golongan Mandiri, yakni Ibu Purwanti, sejak pendaftaran sampai sekarang 
Ibu Purwanti selalu melakukan pembayaran melalui kantor pos. Selain itu, 
tidak seperti aturan yang dikatakan oleh pihak BPJS Kesehatan Ibu Purwanti 
melakukan pembayaran tidak pada tanggal 1 sampai 10 di tiap bulannya, tapi 
melakukannya setiap di tanggal akhir bulan dan terkadang ia membayarkan 
iuran setiap 2 bulan sekali.
3
 
 
 
 
                                                 
2
 Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan No. 4 Tahun 2018 Tentang 
Pedoman Pendaftaran Kesepakatan Bagi Peserta Pekerja Penerima Upah Selain Penyelenggaraan 
Negara Dalam Program Jaminan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Sistem Pelayanan 
PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 
3
 Wawancara dengan Ibu Purwanti seorang Ibu Rumah Tangga di Tanon, Peserta BPJS 
Kesehatan Golongan Mandiri, 28 Mei 2019 Pukul 15:00 WIB. 
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B. Praktik Klaim 
Dalam praktik klaim di Sragen, penulis menganggap bahwa praktik 
klaim di Sragen sudah sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan BPJS 
Kesehatan, yaitu: 
9. Ketika sakit, kunjungi faskes 1 (puskesmas/klinik) yang telah tertulis di 
kartu peserta terlebih dahulu, kecuali jika memang gawat darurat. 
10. Faskes 1 akan memberikan keputusan apakah anda perlu dirujuk 
kerumah sakit atau tidak. Jika memang faskes 1 masih bisa 
menanganinya maka tidak perlu dirujuk, namun jika dalam kondisi 
tertentu seperti fasilitas kurang memadai untuk mengobati pasien maka 
faskes akan merujuk ke rumah sakit. 
11. Saat dirumah sakit, pasien/ peserta BPJS Kesehatan harus membawa 
surat rujukan dari faskes 1. Jika tidak membawa surat rujukan dari 
faskes, maka rumah sakit akan menolak pengguna BPJS Kesehatan. 
12. Membawa persyaratan lengkap seperti, KTP, Kartu BPJS Kesehatan 
Asli, Fotocopy kartu keluarga, surat rujukan dari faskes 1.
4
 
Melalui wawancara penulis dengan salah satu pasien Rumah Sakit 
Sarila Husada yaitu anak dari ibu Blakinah yang bernama Mira yang saat itu 
sedang dirawat karena sakit DBD, mengatakan bahwa saat membawa 
anaknya ke RS tersebut beliau langsung datang dan memesan kamar, pada 
saat itu beliau berada di kamar yang berisi 4 orang dan berada di kamar kelas 
3. Setelah mendapat kamar bagi anaknya barulah beliau menyerahkan 
                                                 
4
 https://www.panduanbpjs.com/cara-klaim-bpjs/, diakses tanggal 25 Mei 2019, pukul 
13:53. 
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persyaratan-persyaratan untuk pasien BPJS. Tapi, beliau tidak menyertakan 
surat rujukan dan juga tidak diminta oleh pihak Rumah Sakit.
5
 
Menurut salah satu bidan di puskesmas di Tanon I, jika pasien ingin 
melakukan pemeriksaan atau rawat jalan di puskesmas. Mereka hanya perlu 
menunjukkan KTP dan kartu peserta JKN / BPJS Kesehatan, kemudian 
mengambil nomor urut antrian dan yang terakhir setelah mendapat 
pemeriksaan mereka mengantri untuk mendapatkan obat. Tetapi untuk pasien 
BPJS  yang ingin melakukan rawat inap yang pertama mereka perlu 
melakukan proses seperti yang telah dijelaskan tadi, jika diperlukan rawat 
inap maka pasien akan langsung di arahkan ke ruang perawatan dan baru 
mengisi formulir identitas diri dan menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga 
(KK), KTP, dan kartu peserta JKN/BPJS Kesehatan.
6
 
Kemudian, untuk pengajuan klaim dari faskes kepada pihak BPJS 
Kesehatan, pihak puskesmas melakukannya tidak setiap bulan atau tidak 
pasti, mengingat pasien di puskesmas tidak pasti dan juga puskesmas juga 
mendapat dana dengan besaran tertentu yang akan digunakan oleh pihak 
puskesmas untuk kepentingan pasien. Selain bekerja di Puskesmas bidan 
Titik juga membuka praktik dirumah dan menerima pasien BPJS Kesehatan, 
tapi hanya untuk pasien yang melahirkan dengan persyaratan membawa foto 
kopi Kartu Keluarga (KK), KTP, dan kartu peserta JKN/BPJS.
7
 Setelah 
persyaratan itu diberikan, bidan Titik memberikannya kepada pihak 
                                                 
5 Wawancara dengan Ibu Blakinah warga Tanon, tanggal  21 Juni 2019, pukul 14:00 WIB. 
6
 Wawancara dengan Bidan Titik, tanggal 20 Juni 2019, pukul 09:00 WIB. 
7 Wawancara dengan Bidan Titik, tanggal 20 Juni 2019, pukul 09:00 WIB. 
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Puskesmas dan nantinya pasien tersebut masuk ke daftar pasien Puskesmas 
untuk dimintakan klaimnya kepada BPJS Kesehatan.
8 
C. Perspektif Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Tehadap Implementasi 
Pembayaran Iuran dan Klaim di Sragen 
Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 
Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari‟ah dijelaskan mengenai akad 
tabarru‟ merupakan semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan 
kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata dengan tujuan komersial.  
Mendermakan sebagian harta dengan tujuan membantu seseorang 
dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 261 sebagai 
berikut; 
                               
                             
          
Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang- orang  
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan 
sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir 
seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha 
mengetahui.
9
  
                                                 
8 Ibid. 
9
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro: 
2005), hlm. 34. 
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Pada akad tabarru‟ (non profit oriented), terdapat beberapa 
kategori akad, antara lain;
10
 
1. Akad dengan pola titipan (wadī‟ah), dalam akad ini terbagi 
menjadi dua,berdasarkan tanggung jawab terhadap titipan yaitu 
wadī‟ah yad amanah (titipan murni), dan wadī‟ah yad dhamanah 
(titipan dengan tanggung jawab terhadap penggantian). 
2. Akad dengan pola pinjaman, ada dua macam dalam pola akad ini 
yaitu, qardh (pinjaman) dan qardhul hasan (pinjaman kebaikan). 
3. Akad dengan pola tabarru‟, yaitu akad yang memiliki karakteristik 
khusus dari masing-masing akadnya, yang termasuk ke dalam 
kategori ini adalah wakālah (perwakilan), kafālah (jaminan), 
hawālah (pengalihan utang), dan rahn (gadai). Pada akad-akad 
tersebut terdapat imbalan (fee) yang dikenakan meskipun termasuk 
ke dalam kategori akad tolong-menolong yang dikenal dengan 
istilah ūjrah (fee). Beberapa akad yang terdapat ūjrah di dalamnya 
seperti wakālah bil ūjrah, kafālah bil ūjrah, dan hawālah bil ūjrah. 
Ketiga kategori tersebut termasuk ke dalam transaksi jasa 
pelayanan. 
4. Akad dengan pola tolong-menolong, yaitu akad yang termasuk 
dalam kegiatan sosial (social oriented) atau pemberian untuk 
                                                 
10
 Darsono dkk, Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia, cet. 1, 
(Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 61-62. 
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kebijakan. Akad-akad tersebut antara lain hibah, shādaqah, dan 
hadiah.
11
 
Sedangkan untuk Akad tijarah ialah semua bentuk akad yang 
dilakukan dengan tujuan komersial atau perbuatan hukum yang dilakukan 
oleh dua pihak atau lebih yang menimulkan hak-hak dan kewajiban bagi 
para pihak secara timbal balik. 
Pada akad dengan pola tijarah (profit oriented), terdapat 
beberapa kategori;
12
 
1) Akad yang termasuk dalam kategori jual beli (bai‟), yaitu 
musawama (jual beli tunai), al murābahah (pembayaran dengan 
margin) dan bai‟ bitsaman ajil (pembayaran tunda), bai‟ as-salam 
dan bai‟ al istishna‟ (penyerahan tunda), serta sharf (jual beli 
mata uang). 
2) Akad yang termasuk dalam kategori kontrak bagi hasil di mana 
dalam kategori ini terbagi menjadi duan bentuk kemitraan, yaitu; 
a) Kemitraan umum, ada beberapa bentuk akad antara lain 
syirkāh al a‟mal (kemitraan jasa), syirkāh al wujuh 
(kemitraan nama baik), syirkāh al amwal (kemitraan modal). 
Pada Syirkāh al amwal terdapat dua macam akad berdasarkan 
jumlah modal yang disertakan adalah syirkāh al inan (modal 
tidak setara) dan syirkāh al mufawadhah (modal setara). 
Selain akad-akad tersebut ada beberapa akad yang termasuk 
                                                 
11
 Ibid. 
12
 Darsono dkk, Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah ..., hlm. 60. 
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dalam kemitraan umum, antara lain muzāraah (pengelolaan 
ladang), musāqoh (pengairan ladang), dan mukhabarah 
(pembibitan).
13
 
b) Al- Mudhārabah, ada dua macam bentuk yaitu mudhārabah 
muṭlaqah (tidak terikat) dan mudhārabah muqayyadah 
(terikat). 
3) Akad tījāri atau sewa, yang termasuk ke dalam kategori akad 
tījāri ini adalah ijārah. Dalam ijarah, terdapat dua macam objek 
yang dapat disewakan adalah benda dan jasa. Kategori akad tījāri 
yang keempat ialah akad berbasis imbalan. 
4) Akad Ju‟alah merupakan akad yang ada ke dalam kategori ini. 
Akad ini merupakan akad berbentuk perlombaan dengan imbalan 
tertentu yang diberikan.
14
 
Selain keempat kategori diatas, terdapat satu kategori akad 
tījāri yang berbeda mekanisme dan pola akadnya. Akad-akad tersebut 
termasuk ke dalam al ūqud al murakkabah (hybrid contract). Akad-
akad tersebut yaitu;
15
 
1) Ijārah al muntahiyah bi al tamlik dan ijārah wa iqtina (akad 
ijārah dan bai‟), yang berupa akad sewa dengan jual beli di akhir. 
2) Mudhārabah musytarākah (akad mudhārabah dan musyarakah), 
yang berupa akad bagi hasil dengan adanya penyertaan modal. 
                                                 
13
 Ibid. 
14
 Ibid., hlm. 61. 
15
 Ibid.  
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3) Musyarakah mutanaqisah (akad musyarakah dan bai‟) yang 
berupa akad kemitraan dengan jual beli di akhir.  
Dalam sebuah akad dapat diwujudkan melalui Petama, dalam Ijāb 
dan Qabūl. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat 
hukum pada objek perikatan.
16
Penentu halal atau haramnya suatu transaksi 
dalam kehidupan sosial masyarakat ialah akad. Tanpa adanya akad yang 
jelas, maka hak kepemilikan atau tujuan transaksi menjadi rusak atau 
batal. Kedudukan akad dalam setiap transaksi menjadi penting demi 
tercapainya kemaslahatan sosial masyarakat.
17
 
Akad menjadi hal yang wajib dalam sebuah transaksi. Tanpa akad, 
transaksi dapat di katakan batal, cacat, ataupun rusak. Hal yang 
menjadikan akad penting, karena adanya nilai keadilan, keterbukaan, 
kejelasan, mengenai kerelaan dari pihak yang melakukan transaksi atau 
kontrak.  
Dalam Al-Qur‟an disebutkan mengenai pelaksanaan akad dan 
untuk memenuhi akad-akad dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi : 
                        
                           
          
 
                                                 
16
 Madani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Mualamah, cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media Group, 2012), hlm. 71 
17
 Farid Fathony Ashal, “Kedudukan Akad Tijarah dan Akad Tabarru‟ Dalam Asuransi 
Syariah”, Jurnal Human Falah, Volume 3, No. 2 Juli, 2016, hlm. 241 
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Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika 
kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-
hukum menurut yang dikehendaki-Nya.(Al-Maidah:1)
18
 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran iuran BPJS 
Kesehatan, penulis menganggap bahwa prosedur pembayaran iuran BPJS 
Kesehatan masuk ke dalam akad tabarru‟. Hal ini di buktikan dengan 
pelaksanaan pembayaran iuran masuk ke dalam salah satu kategori dalam 
akad tabarru‟ yaitu Akad dengan pola tolong-menolong, yaitu akad yang 
termasuk dalam kegiatan sosial (social oriented) atau pemberian untuk 
kebijakan. Akad-akad tersebut antara lain hibah, shadaqah, dan hadiah. 
Setiap masyarakat yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta 
BPJS bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan dengan menyerahkan syarat 
yang sudah ditentukan oleh pihak BPJS. Kemudian, peserta menunggu 
verifikasi selama kurang lebih 14 hari, lalu peserta akan diberi informasi 
mengenai pembayaran dan nomor virtual account melalui pesan singkat 
(SMS). Kemudian, peserta yang sudah membayarkan Iuran pertamanya 
datang kembali ke kantor BPJS Kesehatan dan menyerahkan bukti 
pembayaran yang kemudian mendapatkan kartu BPJS Kesehatan atau 
Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai tanda kepesertaan. Kartu ini 
bentuknya seperti kartu tanda penduduk, dan kegunaannya saat peserta 
akan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Pembayaran selanjutnya 
peserta bisa melakukannya secara manual atau bisa terpotong karena sudah 
                                                 
18
 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Diponegoro: 
2005), hlm. 85. 
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auto debit yakni melalui Bank-bank yang telah bekerja sama dengan pihak 
BPJS Kesehatan, seperti BNI, BTN, Mandiri, BCA dan juga bisa melalui 
kantor POS terdekat. Tanggal pembayarannya sangat fleksibel, peserta 
tidak harus membayarkan tiap bulan di tangal 1 dan maksimal tanggal 10. 
Tapi, peserta bisa melakukannya pada tanggal berapapun dan juga tidak 
harus setiap bulan, peserta bisa membayarkan 2 bulan sekali atau 3 bulan 
sekali. Pembayaran iuran jaminan kesehatan saat ini dilakukan melalui 
nomor Virtual Account. Melalui sistem pembayaran terbaru ini, setiap 
individu yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) dapat 
memperoleh hanya 1 nomor akun virtual saja, sehingga tidak perlu bayar 
satu per satu. Virtual Account ini diharapkan dapat mempermudah peserta 
BPJS untuk melakukan pembayaran iuran. Jadi, para peserta tidak perlu 
berkali-kali bayar dan menghemat biaya administrasi jika peserta 
membayar melalui transfer bank. Untuk denda keterlambatan pembayaran 
tidak ada. Tetapi, untuk peserta yang sudah menunggak pembayaran, maka 
saat pelunasan tunggakan itu peserta dikenai denda pelayanan kesehatan 
atau biaya administrasi, ini hanya berlaku untuk peserta yang rawat inap, 
jika yang tidak rawat inap maka tidak dikenai biaya administrasi atau 
denda pelayanan kesehatan. 
Jenis akad pada BPJS Kesehatan yaitu secara umum akad yang 
dilakukan peserta ketika mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah 
akad antara peserta individu dengan peserta yang sudah mendaftar yang 
diwakili oleh BPJS Kesehatan adalah akad hibah yaitu pemberian 
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sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif, dari 
pemerintah kepada peserta PBI dan/atau dari pemerintah kepada BPJS 
Kesehatan sebagai wakil dari peserta kolektif, dalam rangka saling tolong 
menolong sesama peserta (ta‟āwun), dimana ketika peserta mendaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan dan membayarkan iuran, dana iuran 
tersebut dikumpulkan ke dalam satu rekening yang sudah disiapkan oleh 
pihak BPJS Kesehatan. Jadi, semua peserta tanpa pengecualian baik 
peserta BPJS Kesehatan PBI, Non PBI, maupun peserta Mandiri, 
semuanya dikumpulkan jadi satu. Kemudian jika peserta lain 
membutuhkan atau menggunakan dana iuran tersebut untuk berobat, maka 
peserta-peserta yang lainnya akan menanggungnya dan juga sebaliknya. 
Jadi, tiap peserta yang membayarkan iuran baik peserta PBI, Non-PBI, dan 
mandiri, semuanya bergantian saling membantu dan menanggung diantara 
para peserta. 
19
. Artinya akad yang terjadi saat mendaftarkan diri sebagai 
peserta BPJS Kesehatan ialah akad antara seorang peserta/ individu 
dengan seluruh peserta yang sudah terdaftar sebelumnya yang diwakili 
oleh BPJS Kesehatan. Adapun jenis akadnya adalah akad hibah dalam 
rangka saling menolong sesama peserta (ta‟āwun) berdasarkan prinsip 
BPJS Kesehatan  kegotong royongan. Selain akad hibah ditemukan juga 
akad qardh (pinjaman) yang tejadi antara peserta dengan sesama peserta. 
Qardh sendiri ialah pinjaman yang harus dikembalikan. Jadi, dengan 
konsep saling menanggung diantara para peserta ketika membutuhkan 
                                                 
19
 Wawancara dengan mbak sisca pegawai BPJS Kesehatan bagian staf kepesertaan dan 
pelayanan pada tanggal 25 Februari 2019, pukul 10:15 WIB. 
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maka akad qardh juga ada dalam praktiknya diantara para peserta, dimana 
peserta yang menggunakan dana BPJS terlebih dahulu ketika sakit harus 
mengembalikannya agar nantinya peserta lain juga bisa menggunakan 
dana tersebut tanpa masalah dengan cara membayar iuran secara teratur 
kepada pihak BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan. 
Kemudian untuk jenis akad yang terdapat dalam praktik klaim 
sendiri  yaitu menggunakan akad wadī‟ah (titipan) antara peserta BPJS 
Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Lebih spesifik pada akad wadī‟ah 
(titipan) yang terjadi antara peserta BPJS dengan pihak BPJS Kesehatan, 
menggunakan wadī‟ah yad dhamamah, dimana BPJS Kesehatan dapan 
menggunakan uang iuran peserta untuk kebutuhan peserta lainnya dengan 
persetujuan tiap peserta yang mendaftar BPJS Kesehatan. Dimana, peserta 
yang sudah membayarkan iuran kepada pihak BPJS mereka menitipkan 
uang mereka yaitu berupa iuran-iuran yang mereka bayarkan secara rutin, 
hal itu juga merupakan bentuk asuransi kesehatan bagi peserta sendiri, 
yang mana dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika sakit, dengan cara 
mendatangi faskes terdekat dan membawa persyaratan yang telah 
ditentukan oleh pihak faskes, seperti praktiknya di salah satu Rumah Sakit 
Umum Sarila Husada Sragen, ada syarat atau ketentuan bagi pasien BPJS, 
yaitu: 
i. Pasien harus terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan 
j. Surat rujukan Asli dan foto kopi 3 lembar  
k. Foto kopi Kartu BPJS 1 lembar 
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l. Foto kopi Kartu Keluarga (KK) 1 lembar 
m. Persyaratan dilengkapi di awal sebelum pendaftaran 
n. Pasien bisa mengambil antrian terlebih dahulu 
o. Setelah persyaratan lengkap baru melakukan proses pendaftaran 
p. Bagi pasien daftar online penyerahan syarat diserahkan 2 jam sebelum 
poliklinik dimulai.
20
 
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembayaran iuran BPJS 
Kesehatan, penulis menganggap bahwa prosedur pembayaran iuran BPJS 
Kesehatan tidak termasuk ke dalam akad Tijarah. Hal ini bisa dilihat dari 
praktiknya dimana pihak BPJS Kesehatan mengmpulkan semua dana iuran 
semua para peserta menjadi satu tidak dibedakan, dan dana tersebut 
nantinya yang akan digunakan oleh peserta untuk berobat atau untuk biaya 
rawat inap para peserta ketika sakit. Jadi, dana tersebut sepenuhnya 
digunakan pihak BPJS Kesehatan untuk kepentingan peserta BPJS 
Kesehatan dalam hal untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang sesuai 
dengan golongan para peserta dan yang sudah ditentukan oleh pihak BPJS 
Kesehatan. 
  
                                                 
20
 Brosur Rumah Sakit Sarila Husada Sragen, tanggal 2 mei 2019 
 87 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Dari uraian pembahasan yang telah disampaikan di atas, peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa : 
1. Implementasi pembayara iuran di BPJS Kesehatan cabang Sragen ini 
belum sesuai dengan ketentuan dari BPJS Kesehatan. Dimana, para 
peserta dalam pembayaran iuran banyak yang belum sesuai dengan 
tanggal atau waktu yang sudah ditentukan oleh pihak BPJS Kesehatan. 
Para peserta banyak yang sering melakukan keterlambatan pembayaran, 
dan bahkan ada yang mendaftarkan diri sebagai peserta hanya untuk 
mendapat keringanan biaya, namun tidak melakukan iuran secara teratur 
ditiap bulannya. Keterlambatan pembayaran dan tidak adanya 
pembayaran iuran dari peserta setelah mendaftarkan diri sebagai peserta, 
menurut penulis hal ini tentu saja mempengaruhi dan membuat sulit 
pihak BPJS Kesehatan dalam hal pembayarn klaim. Karena pembayaran 
klaim ini diambil dari dana iuran para peserta sendiri, jika peserta 
terlambat atau bahkan tidak membayar tentu saja pembayaran klaim 
menjadi tertunda. Karena hal tersebut ada faskes yang sampai harus 
menolak pasien BPJS, atau faskes tersebut tidak menerima pasien BPJS 
dalam jangka waktu tertentu. 
2. Praktik klaim di BPJS Kesehatan Sragen belum sesuai mekanisme. 
Dimana, ada pasien BPJS yang berobat pada seorang bidan tetapi untuk 
88 
 
 
pencairan klaimnya bidan tersebut melemparkannya pada pihak 
puskesmas. Selain itu secara teknis juga, pasien yang seharusnya 
menyerahkan persyaratan untuk pencairan klaim di awal terkadang 
menyerahkan persyaratan di akhir atau saat mereka akan pulang dari 
rumah sakit. Karena kelonggaran dari pihak rumah sakit, terkadang 
pasien menyepelekan, hal kecil seperti persyaratan pencairan klaim. Dan 
ini membuat tertundanya pengajuan pencairan klaim dari faskes kepada 
pihak BPJS Kesehatan. 
3. Dalam pembayaran iuran BPJS Kesehatan masuk ke dalam akad tabarru‟. 
pelaksanaan pembayaran iuran masuk ke dalam salah satu kategori dalam 
akad tabarru‟ yaitu Akad dengan pola tolong-menolong, yaitu akad yang 
termasuk dalam kegiatan sosial (social oriented) atau pemberian untuk 
kebijakan. Akad-akad tersebut antara lain hibah, shadaqah, dan hadiah. 
Akad yang dilakukan peserta ketika mendaftar sebagai peserta BPJS 
Kesehatan adalah akad antara peserta individu dengan peserta yang sudah 
mendaftar yang diwakili oleh BPJS Kesehatan adalah akad hibah yaitu 
pemberian sejumlah dana dari peserta individu kepada peserta kolektif, 
dari pemerintah kepada peserta PBI dan/atau dari pemerintah kepada 
BPJS Kesehatan sebagai wakil dari peserta kolektif, dalam rangka saling 
tolong menolong sesama peserta (ta‟āwun). Selain itu ada juga akad 
qardh (pinjaman) yang tejadi antara peserta dengan sesama peserta.  
Untuk akad yang dipakai dalam praktik klaim BPJS sendiri 
menggunakan akad wadī‟ah (titipan), atau lebih tepatnya wadī‟ah yad 
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dhamamah. Dimana, peserta yang sudah membayarkan iuran kepada 
pihak BPJS mereka menitipkan uang mereka untuk dipergunakan 
sewaktu-waktu ketika sakit. 
B. Saran  
1. Bagi pihak BPJS Kesehatan diharapkan agar mensosialisasikan tentang 
jaminan kesehatan ini agar masyarakat paham dan mengerti betapa 
pentingnya jaminan kesehatan ini bagi masyarakat bukan hanya ketika 
sakit saja dan setelah tidak sakit maka mereka tidak melanjutkan iuran 
lagi atau kepesertaan lagi. Sehingga, target pemerintah dapat tercapai 
yaitu seluruh masyarakat dapat mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. 
Selain itu, untuk pengelolaan dana lebih diperhatikan lagi suapaya 
nantinya tidak akan ada keterlambatan pembayaran klaim oleh pihak 
BPJS. 
2.  Bagi masyarakat, diharapkan agar mencari tahu dahulu tentang BPJS 
Kesehatan sebelum menjadi peserta. Supaya masyakat tahu dan tidak 
terlalu banyak bertanya saat akan menggunakan BPJS. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN  
  
 
LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA DENGAN PIHAK BPJS 
KESEHATAN 
1. Kapan BPJS Kesehatan Cabang Sragen ini di dirikan ? 
2. Bagaimana sejarah awal berdirinya BPJS Kesehatan Cabang Sragen ? 
3. Bagaimana stuktur organisasi di BPJS Kesehatan Cabang Sragen ? 
4. Bagaimana cara menjadi peserta BPJS Kesehatan ? 
5. Jasa apa saja yang BPJS Kesehatan Cabang Sragen tawarkan untuk 
masyarakat ? 
6. Bagaimana sistem pembayaran iuran di BPJS Kesehatan Cabang Sragen ? 
7. Bagaimana cara pihak BPJS Kesehatan Cabang Sragen dalam pemungutan 
iuran ? 
8. Berapa lama masa berlakunya BPJS Kesehatan ? 
9. Bagaimana cara peserta BPJS Kesehatan mengetahui jika dia sudah waktunya 
membayar iuran kepesertaan ? 
10. Apa yang akan dilakukan pihak BPJS Kesehatan Cabang Sragen jika terjadi 
keterlambatan pembayaran iuran dari peserta BPJS Kesehatan ? 
11. Bagaimana proses klaim? 
 
  
  
 
Nama : Purwanti 
Umur : 39 Tahun 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
Apa anda peserta BPJS Kesehatan ? 
Jawab: iya
Termasuk golongan yang manakah anda ? 
Jawab: tidak tau, yang saya tau saya mendaftar BPJS Kesehatan itu saja.
Jika anda Peserta Mandiri, Kelas Manakah anda ? 
Jawab: kelas 3 Rp. 25.500 
Kapan anda melakukan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan? 
Jawab: tidak pasti, yang terpenting masih di tanggal di bulan tersebut. 
Apa anda tau tujuan dari BPJS Kesehatan ?  
Jawab: untuk biaya berobat gratis.
Apakah anda mengetahui manfaat dari mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: untuk berobat gratis
Apa menurut anda BPJS Kesehatan itu penting ?  
Jawab: penting saat sedang sakit.
Sudah berapa lama menjadi  pengguna BPJS Kesehatan?  
Jawab: sekitar 2 tahun belakangan ini 
Apa alasan anda mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: waktu itu saya sedang hamil, dan saya mendaftar sebelum melahirkan. 
Jadi, saya ingin mendapat bantuan biaya saat melahirkan. 
Bagaimana cara anda membayar iuran peserta BPJS Kesehatan?  
Jawab: saya melakukan pembayaran melalui kantor pos 
Jika tejadi keterlambatan pembayaran, apa dikenai denda oleh pihak BPJS ?  
Jawab: tidak ada 
Jika iya berapa jumlah denda tersebut?  
 
  
  
 
Nama : Hesti Endah 
Umur : 25 Tahun 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
Apa anda peserta BPJS Kesehatan ? 
Jawab: iya
Termasuk golongan yang manakah anda ? 
Jawab: bukan PBI, ayah saya seorang guru PNS
Kapan anda melakukan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan? 
Jawab: langsung terpotong gaji dari ayah saya 
Apa anda tau tujuan dari BPJS Kesehatan ?  
Jawab: sudah didaftarkan otomatis saat ayah saya diangkat PNS 3 tahun lalu
Apakah anda mengetahui manfaat dari mengikuti BPJS Kesehatan? P 
Jawab: untuk meringankan biaya berobat
Apa menurut anda BPJS Kesehatan itu penting ?  
Jawab: penting saat sakit, kita bisa mendapat keringanan biaya
Sudah berapa lama menjadi  pengguna BPJS Kesehatan?  
Jawab: sekitar 3 tahun  
Apa alasan anda mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: karna ayah saya diangkat PNS, jadi otomatis terdaftar. 
Jika tejadi keterlambatan pembayaran, apa dikenai denda oleh pihak BPJS ?  
Jawab: tidak tau 
 
  
  
 
Nama : Puput Indriyanti 
Umur : 23 tahun 
Pekerjaan : Mahasiswa 
 
Apa anda peserta BPJS Kesehatan ? 
Jawab: Iya
Termasuk golongan yang manakah anda ? 
Jawab: Peserta golongan mandiri
Jika anda Peserta Mandiri, Kelas Manakah anda ? 
Jawab: Kelas 3 (Rp. 25.500) 
Kapan anda melakukan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan ? 
Jawab: tidak pasti, kadang saya melakukan 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. 
Apa anda tau tujuan dari BPJS Kesehatan ?  
Jawab: Untuk Investasi dan Asuransi Kesehatan
Apakah anda mengetahui manfaat dari mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: Untuk membantu meringankan biaya berobat atau rawat inap saat sakit.
Apa menurut anda BPJS Kesehatan itu penting ?  
Jawab: Penting, karena berguna sekali meringankan biaya saat sedang rawat inap.
Sudah berapa lama menjadi  pengguna BPJS Kesehatan?  
Jawab: sekitar 2 tahun belakangan ini 
Apa alasan anda mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: Karena saya butuh 
Bagaimana cara anda membayar iuran peserta BPJS Kesehatan?  
Jawab: pembayaran saya lakukan kadang-kadang lewat alfamart atau indomart, 
dan kadang-kadang langsung ke bank. 
Jika tejadi keterlambatan pembayaran, apa dikenai denda oleh pihak BPJS ?  
Jawab: tidak ada 
Jika iya berapa jumlah denda tersebut? 
  
 
Nama : Heni 
Umur : 32 tahun 
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga 
 
Apa anda peserta BPJS Kesehatan ? 
Jawab: Iya
Termasuk golongan yang manakah anda ? 
Jawab: Peserta golongan mandiri
Jika anda Peserta Mandiri, Kelas Manakah anda ? 
Jawab: Kelas 3 (Rp. 25.500) 
Kapan anda melakukan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan ? 
Jawab: Tidak Pasti  
Apa anda tau tujuan dari BPJS Kesehatan ?  
Jawab: Awalnya mendaftar agar biaya persalinan murah atau kalau bisa gratis. 
Apakah anda mengetahui manfaat dari mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: Untuk membantu meringankan biaya berobat atau rawat inap saat sakit.
Apa menurut anda BPJS Kesehatan itu penting ?  
Jawab: Penting saat saya sedang membutuhkan
Sudah berapa lama menjadi  pengguna BPJS Kesehatan?  
Jawab: Awalnya saya mendaftar sekitar tahun 2015 sebelum saya melahirkan. 
Jadi, setelah melahirkan saya tidak pernah membayarkan iuran lagi, sampai 
akhirnya tahun pertengahan 2018anak saya sakit dan rawat inap, terpaksa saya 
harus membayar iuran lagi. Saya pikir akan banyak dendanya, tapi ternyata tidak 
ada denda, saya hanya disuruh mendaftar ulang lagi seperti awal pendaftaran dan 
membayar biaya administrasi. 
Apa alasan anda mengikuti BPJS Kesehatan?  
Jawab: Karena saya butuh 
Bagaimana cara anda membayar iuran peserta BPJS Kesehatan?  
Jawab: di bank BTN 
Jika tejadi keterlambatan pembayaran, apa dikenai denda oleh pihak BPJS ?  
Jawab: tidak ada 
  
 
 
Jika iya berapa jumlah denda tersebut?  
Jawab: tidak ada 
 
 
 
  
  
 
LAMPIRAN FOTO 
Wawancara dengan pihak BPJS Kesehatan 
 
 
 Bentuk Kartu Peserta BPJS Kesehatan 
 
 
Ceklis Persyaratan Pendaftaran 
 
 
 
 
 
 
  
 
Form Pendaftaran  
  
 
  
 
  
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama    : Nurkhasanah 
NIM    : 152111218 
Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 15 Juli 1997 
Jenis Kelamin   : Perempuan 
Alamat   : Padas Tanon Sragen 
Nama Ayah   : Luteman 
Nama Ibu   : Elis Suryati 
Riwayat Pendidikan 
a. SD Negeri Padas 1 
b. MTs Negeri Tanon 
c. SMK Negeri 1 Sragen  
d. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk 2015 
 
Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenernya. 
 
penyusun 
 
 
